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IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan suatu
organisasi yang akuntabel untuk mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik
(Good Governance). Akuntabilitas kinerja ini lebih difokuskan pada evaluasi kinerja
yang bertujuan mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan melalui analisis akuntabilitas kinerja yaitu :

1. Keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan tujuan, misi dan visi;
2. Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan pencapaian sasaran.
Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan
strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Uraian dan analisis

capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang perumahan melalui penyediaan
data masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana dan relokasi

program pemerintah provinsi.

Capaian sasaran pada tahun 2020 telah memenuhi target indikator jumlah
dokumen data awal untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi
korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program pemerintah yang ditetapkan dan mencapai 100%.
Kendala dan permasalahan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19 adalah
perjalanan ke kabupaten yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar
tertunda sementara. Hal ini dapat secara berangsur-angsur diatasi dengan
penerapan protokol kesehatan. . Alokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar
Rp.250.000.000,- dan setelah realokasi anggaran bertambah sebesar
Rp.13.491.326 dengan realisasi sebesar Rp.263.491.326,- atau 99,86%.

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum

pada Kawasan Permukiman

Untuk indikator kinerja panjang jalan dan drainase di kawasan
permukiman tahun 2020 adalah sebesar 18.000 meter dengan capaian realisasi

0 meter. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi covid-19, sehingga ada



B.

kebijakan dari Pemerintah untuk refocusing anggaran guna penanganan wabah
tersebut. Dimana pada APBD murni TA. 2020 awalnya dianggarkan sebesar
Rp.38.512.193.708,33  berkurang Rp.38.483.075.708,33 dan menjadi
Rp.29.118.000,- atau 0,08%.

Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data

pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman

Pada Tahun 2020 target dari indikator kinerja jumlah ketersediaan lahan
(Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebesar
5.000 Ha dengan capaian realisasi 3.267,34 Ha atau 65,34%. Hal ini disebabkan
karena anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut hanya bisa dilaksanakan
untuk 4 (empat) Kabupaten saja yang seharusnya untuk 14 kabupaten/kota. Di
samping itu ada beberapa instansi di Kabupaten yang membidangi pertanahan
belum optimal dalam memberikan data yang diminta. Alokasi anggaran APBD
Tahun Anggaran 2020 wuntuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar
Rp.100.000.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.750.000,- atau
99,75%.

Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Disperkimtan sebelum realokasi sebesar
Rp.48.778.308.458,33,-, sedangkan setelah realokasi sebesar
Rp.8.103.932.479,00,- atau berkurang sebesar 83,38%. Dimana serapan
anggaran belanja langsung secara total pada tahun 2020 sebesar
Rp.7.864.568.164,00 atau 97,05%. Sedangkan realisasi anggaran dari program

dan kegiatan utama (strategis) sebesar 99,85%.

Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut
Permasalahan yang sangat menghambat pencapaian target indikator sasaran
strategis serta realiasasi anggaran selama tahun 2020, yaitu meliputi:

1) Kebijakan nasional dan daerah untuk realokasi dalam rangka refokusing
anggaran pendukung sasaran strategis/IKU dalam upaya penanganan
penyebaran pandemi Covid-19.

2) Pembatasan interaksi dan kegiatan dalam rangka mencegah penyebaran

pandemi Covid-19.



3) Terbatasnya anggaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk
melaksanakan kegiatan inventarisasi dan koordinasi ketersediaan lahan untuk
PSU.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang

akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain :

1) Reformulasi target indikator kinerja utama menyesuaikan kondisi keuangan
daerah;

2) Optimalisasi pelaksanan kegiatan dengan penerapan protokol kesehatan yang
ketat;

3) Untuk kegiatan-kegiatan non konstruksi diupayakan memaksimalkan media
teknologi informasi dalam pelaksanaan interaksi dan kegiatan, sehingga
kegiatan dapat tetap terlaksana dengan mencapai hasil yang telah ditetapkan;

4) Mengintegrasikan kewenangan, tugas dan fungsi pemerintah daerah bidang
pertanahan pada program/kegiatan di dalam RPJMD dan RKPD.
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1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita
berbangsa dan bernegara, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legimate demi terselenggaranya
pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang
merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan yang baik (good governance).

Salah satu pilar sebagai elemen dasar dari kepemerintahan yang baik tersebut
adalah Akuntabilitas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah adalah suatu perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Alat pertanggungjawaban tersebut adalah sebuah sistem yang diharuskan kepada
sebuah organisasi/perangkat daerah adalah berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP), berdasar pada amanat Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, yang dijabarkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang
disusun oleh setiap tingkatan organisasi/perangkat daerah. Secara umum LKIP
menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang
ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran
strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Hal
terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKIP adalah pengukuran kinerja dan
evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.
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Penyusunan LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini

bertujuan untuk:

a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai;

b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya;

LKIP DPKPP juga merupakan sarana pengukuran capaian kinerja pembangunan
perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang
termuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 yang pada tahun 2020
dijabarkan dalam Renja PD DPKPP tahun 2020 dan DPA-SKPD TA. 2020. Dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran strategis tersebut diantaranya memuat
rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaannya.

Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri atas:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri atas:
1) Sub Bagian Penyusunan Program; dan
2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
c. Bidang, terdiri atas:
1) Bidang Perumahan, membawahkan:
a) Seksi Perencanaan Teknis;
b) Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal; dan
c) Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan.
2) Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
a) Seksi Pendataan;
b) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas; dan
c) Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian.
3) Bidang Pertanahan, membawahkan:
a) Seksi Perencanaan dan pendataan; dan

b) Seksi Manfaat dan Pengendalian



d. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada gambar berikut :
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Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

1.3 Tugas dan Fungsi

Pembentukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Kalimantan Tengah termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah, kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 33 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu
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Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1.

10.

11.

perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;

pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan

permukiman dan pertanahan;

pendukungan penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk
yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan
permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan

kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan
perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di

kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;

pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan

kawasan permukiman;
pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pertanahan;
penunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan

penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan

yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Adapun rincian tugas dan fungsi tiap unsur pegawai di DPKPP adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan,

merencanakan serta menetapkan program kerja, tata laksana dan mengembangkan
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semua kegiatan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta
bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur

berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
c. pembinaan pengembangan permukiman;
d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan;
e. penyelenggaran urusan ketatausahaan dinas; dan

f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan tugas.
Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan
administratif serta perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatausahaan,
protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan
serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

menyelenggarakan fungsi:

a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program lingkungan

hidup serta perencanaan anggaran;

b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan;
c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;

e. pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tatalaksana dan analisis

jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
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g.

pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri atas:

1)

Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas fungsi penyiapan
bahan/data penyusunan program dan anggaran. Uraian tugasnya adalah

sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian
Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan
dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program
sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas
segera diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian
Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari

penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian
Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan

petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan
Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam

pembinaan dan peningkatan karier;
f. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
g. menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan LPPD;
h. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
i. menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM;
j.  menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
k. menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan;

I.  melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara
tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi

bagi atasan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.



2)

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas fungsi

pengelolaan keuangan dan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian,

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana,

humas dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi. Uraian tugas

sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a.

merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian
Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran
yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Bagian Keuangan,
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan
maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian
Keuangan, Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis
untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan

tugas;

memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian
Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil

kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

melaksanakan pengelolaaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan

keuangan dan aset;
melakukan pembinaan bendaharawan;
melakukan penatausahaan dan rekonsiliasi keuangan dan aset;

melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang

perangkat daerabh;
melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian;

menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada dinas

perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

mengelola organisasi dan tatalaksana;



m. melaksanakan penatausahaan rumah tangga dan perlengkapan;
n. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

0. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum dan
Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai

sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian,

pengendalian, pengawasan di bidang teknis perumahan yang meliputi : prasarana,

sarana, dan utilitas umum, sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang

perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dengan berpedoman

pada kebijakan nasional;

perumusan dan penetapan kebijakan penyediaan Kawasan Siap Bangun dan

Lingkungan Siap Bangunan;

pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi

di bidang perumahan;

penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

provinsi penyediaan rumah dan perumahan;
penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;

penyediaan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum

perumahan pada tingkat provinsi;

pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung

terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

penyediaan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama

Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;
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k. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas; dan

I.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan.

Bidang Perumahan terdiri atas:

1) Seksi Perencanaan Teknis;

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan

kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, monitoring, analisis,

evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang perumahan. Uraian

tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

a.

merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi
Perencanaan Teknis berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis
sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas

segera diproses lebih lanjut;

memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan
Teknis baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Perencanaan
Teknis dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja

untuk penyempurnaan hasil kerja;

menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan

peningkatan karier;
menyusun dan menyediakan basis data perumahan di Provinsi;

menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang

perumahan di Provinsi;

memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan di

Provinsi;

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-

undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan pada
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2)

tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan

perlindungan hukum dalam hunian.

j.  mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah

lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan

sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;

k. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan
perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang

perumahan di Provinsi;

I.  memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh pada tingkat

Provinsi;

m. mengoordinasikan  pencadangan atau penyediaan tanah  untuk
pembangunan perumahan bagi Masyarakar Berpenghasilan Rendah pada
tingkat provinsi;

n. merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan

perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

0. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan

badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan;

p. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan bidang perumahan;
g. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;

r. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis secara tertulis
maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi

atasan; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.
Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal,

Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kebutuhan rumah meliputi
kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian rumah komersial, rumah
umum, rumah swadaya, rumah khusus dan rumah negara. Uraian tugas

sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
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. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perumahan
Swadaya dan Perumahan Formal berdasarkan prioritas target sasaran yang

akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya
dan Perumahan Formal sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan

maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perumahan
Swadaya dan Perumahan Formal baik secara lisan dan tertulis untuk
menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Perumahan
Swadaya dan Perumahan Formal dengan membandingkan antara hasil kerja
dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya
dan Perumahan Formal berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan

dalam pembinaan dan peningkatan karier;

. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-
undangan serta kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi dalam rangka
mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam

penyediaan perumahan.

. mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan

perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tingkat provinsi;

. merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyediaan

perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan

badan hukum dalam penyediaan perumahan;

melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan bidang perumahan;
. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan Swadaya dan
Perumahan Formal baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah

dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.
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3) Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan.

Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas mewujudkan

perumahan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang

mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh,

terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Uraian tugas

sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

a.

merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pembiayaan
dan Pengembangan Kawasan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan
dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan

Pengembangan Kawasan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan
maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan
Pengembangan Kawasan baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari

penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan

Pengembangan Kawasan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan

petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan

Pengembangan Kawasan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan

dalam pembinaan dan peningkatan karier;

mengembangkan  perumahan dengan memperhatikan  Masyarakat

Berpenghasilan Rendabh;

. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan bidang perumahan;

. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan
Kawasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai

sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.
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4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan tugas

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, pengendalian, pengawasan lingkungan

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung

perikehidupan dan penghidupan, yang terencana, menyeluruh, terpadu dan

berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan Permukiman

menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang
Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang kawasan permukiman dengan
berpedoman pada kebijakan nasional;

pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi

di bidang kawasan permukiman;

penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

provinsi permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;

penyediaan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan

permukiman pada tingkat provinsi;

pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung

terwujudnya kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendabh;

penyediaan fasilitasi penyediaan kawasan permukiman bagi masyarakat,

terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;

pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan.
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Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas:

1) Seksi Pendataan;

Seksi Pendataan mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis,

pemantauan, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang

Permukiman. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut:

a.

merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pendataan
berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pendataan sesuai

dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera
diproses lebih lanjut;

memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pendataan baik
secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan

dalam pelaksanaan tugas;

. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pendataan

dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk

penyempurnaan hasil kerja;

. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pendataan berdasarkan

hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan

karier;

menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang kawasan

permukiman;

. melaksanakan  penyusunan pengembangan pemanfaatan kawasan

permukiman;

. menyusun rencana biaya di bidang kawasan permukiman;

menyusun sistem informasi kawasan permukiman;
melakukan pendataan tentang kawasan permukiman;
melakukan pengolahan data kawasan permukiman;

melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan kawasan permukiman;

. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;

I-14



2)

. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan baik secara tertulis

maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi

atasan; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas;

Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas mempunyai ikhtisar jabatan

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kebutuhan Kawasan

Permukiman meliputi kegiatan pencegahan pambangunan kawasan permukiman

secara liar dan tidak terkendali, pencegahan penurunan kualitas kawasan dan

upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

a.

merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas berdasarkan prioritas target sasaran yang akan

dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan

maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari

penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas dengan membandingkan antara hasil kerja dengan

petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan

dalam pembinaan dan peningkatan karier;

melaksanakan evaluasi kinerja, manfaat, dan dampak dari kawasan

permukiman.

. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan kawasan permukiman;

. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
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i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai

sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman
3) Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian.

Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian mempunyai ikhtisar jabatan
mewujudkan kawasan permukiman yang nyaman teratur dan tertata dengan
melakukan perawatan dan pembangunan ulang kawasan untuk mewujudkan
kawasan yang diinginkan. Perawatan dimaksudkan juga dengan melakukan
pengendalian terhadap kawasan sehingga memiliki manfaat bagi kawasan
permukiman secara keseluruhan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai
berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Preservasi
Manfaat dan Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan

dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat
dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat
dan Pengendalian baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari

penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Preservasi
Manfaat dan Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan

petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan
Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam

pembinaan dan peningkatan karier;

f. melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan dan pengendalian kawasan

permukiman tingkat provinsi;
g. melakukan pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman provinsi;

h. melakukan pengelolaan pengendalian penataan kawasan permukiman

strategis provinsi;

I-16



melaksanakan penyusunan peraturan zonase sebagai pedoman pengendalian

kawasan permukiman provinsi;

mengolah pelayanan pelaksanaan penataan kawasan permukiman provinsi;

k. melaksanakan pengelolaan rencana biaya penataan kawasan permukiman

provinsi;

melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan kawasan permukiman;

m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Preservasi Manfaat dan

Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan melaksanakan tugas penyiapan bahan yang berhubungan

dengan tanah perumahan maupun kawasan permukiman yang didalamnya

terkandung dengan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, analisis, pengkajian, pengendalian, pengawasan dan

penyusunan laporan di Bidang Pertanahan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a.

penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang pertanahan

dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang pertanahan pada kebijakan

nasional;

pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi

di bidang kawasan permukiman;

penyelenggaraan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

provinsi penyediaan lahan pertanahanan bagi kawasan permukiman;

penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan masalah pertanahan di

kawasan permukiman;

penyedian fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;

I-17



g. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan.
Bidang Pertanahan, terdiri atas:
1) Seksi Perencanaan dan Pendataan.

Seksi Perencanaan dan Pendataan mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis,
pemantauan, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang
Pertanahan yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman. Uraian

tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi
Perencanaan dan Pendataan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan

dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. memberi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan
Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis

agar tugas segera diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan
Pendataan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari

penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan
dan Pendataan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk

kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan
Pendataan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam

pembinaan dan peningkatan karier;

f.  menyusun dan menyediakan basis data pertanahan bagi perumahan dan

kawasan permukiman Provinsi;

g. memberlakukan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan di

perumahan dan kawasan permukiman di provinsi;

h. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang Pertanahan di

perumahan dan kawasan permukiman di provinsi;
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2)

melaksanakan koordinasi, singkronisasi, dan sosialisasi peraturan
perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan peraturan pertanahan
pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian

hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim dan kepemilikan tanah;

mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan
perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang

Pertanahan di kawasan permukiman di provinsi;

mengoordinasikan penyiapan data pertanahan guna pencadangan atau
penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi

MBR pada tingkat provinsi;

merumuskan  kebijakan dan  strategi daerah  provinsi  dalam
penyelenggarakan tanah bagi kawasan permukiman dengan berpedoman
pada kebijakan nasional;

memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan
badan hukum dalam bidang Petanahan guna penyelenggarakan perumahan

dan kawasan permukiman;

melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pendataan baik
secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan

informasi bagi atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.

Seksi Manfaat dan Pengendalian.

Seksi Manfaat dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan Pemanfaatan dan Pengendalian kebutuhan atas
tanah di Kawasan Perumahan dan Permukiman meliputi kegiatan pemanfaatan
dan pengendalian tanah secara baik guna pencegahan penurunan kualitas
kawasan dan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan

permukiman. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

[-19



. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Manfaat dan
Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan
Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan
Pengendalian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari

penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan
Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk
kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan
Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam

pembinaan dan peningkatan karier;

. menyelenggarakan sosialisasi di bidang pertanahan untuk memasyarakatkan
peraturan perundang-undangan permanfaatan tanah yang berlaku untuk

mendapatan kepastian hukum pemanfaatan tanah;

. menyelenggarakan pengendalian dan pencegahan penggunanan tanah dalam
kaitan pembangunan kawasan guna mencegah pembangunan kawasan
perumahan dan permikiman dibangun tidak terkendali dalam bentuk
pengendalaian dan pencegahan lewat pemantauan lapangan dan administrasi

pembangunan izin kawasan.

. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian baik
secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan

informasi bagi atasan; dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.
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6. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya.
b. Jabatan Fungsional Umum

Jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-
nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat
daerah.

1.4 Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 mencapai 44 Orang dengan
rincian sebagai berikut: Kepala Dinas 1 Orang, Sekretariat 13 Orang, Bidang Perumahan
10 Orang, dan Bidang Kawasan Permukiman 12 Orang, dan Bidang Pertanahan 6
Orang.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai DPKPP Tahun 2020
NO JABATAN PANGKAT / PENDIDIKAN
GOLONGAN
1 Kepala Dinas Pembina Utama Madya | S-1 Teknik Sipil
(Iv/d) S-2 Teknik Sipil
Konsentrasi Jalan Raya
2 Sekretaris Pembina ( 1V/a) S-1 Teknik Sipil
S-2 Magister Teknik Sipil
3 Kepala Sub Bagian keuangan , Penata Tingkat | (1ll/d) | S-1 Ekonomi
Umum dan Kepegawaian Pembangunan
4 Analis Kepegawaian Muda Penata (lll/c) S-1 Psikologi
5 Calon Pranata Komputer Pengatur ( 11/ c) D-IIl Teknik Komputer
Kontrol
6 Bendahara Penata Muda Tingkat | S-1 Ekonomi Akuntansi
(/b)
7 Penata Laporan Keuangan Penata Muda Tingkat | S-1 Ekonomi Akuntansi
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NO JABATAN PANGKAT / PENDIDIKAN
GOLONGAN
(.b)
8 Pengelola Pemanfaatan Barang Penata Muda Tingkat | S-1 Ekonomi Akuntansi
Milik Daerah (lll.b)
9 Verifikator Keuangan Penata Muda ( lll/a) S-1 Ekonomi
Perkantoran
10 Pengelola Kepegawaian Pengatur (ll/c) SLTA Adminitrasi
Perkantoran
11 Pengadministrasi Umum Pengatur (ll/c) SLTAIPS
12 Kepala Sub Bagian Penyusunan Penata Tingkat | ( 111/d) S-1 Teknik Sipil
Program
13 Calon Perencana Penata (Ill/ ¢c) S-1 Teknik Arsitektur
14 Pengelola Program dan kegiatan Penata Muda tingkat | D-1ll Teknik Sipil
(/b)
15 Kepala Bidang Kawasan Pembina ( IV/a) S- 1 Teknik Sipil
Permukiman S-2 Teknik Sipil
16 Kepala Seksi Pendataan Penata Tingkat | ( 111/d) S-1 Teknik Sipil
17 Pengelola Perumahan dan Penata Tingkat | ( 111/d) S-1 Teknik Sipil
Permukiman
18 Analis Penataan Kawasan Penata muda ( lll/a) S-1 Teknik Sipil
19 Kepala Seksi Pencegahan dan -*) -*)
peningkatan Kualitas
20 Pengawas Fisik Permukiman Penata muda Tingkat | S-1 Teknik Sipil
(/b))
21 Pengawas Fisik Permukiman Penata muda Tingkat | S-1 Teknik Sipil
(/b)
22 Pengawas Fisik Permukiman Penata muda Tingkat | S-1 Teknik Sipil
(/b))
23 Penyusun rencana perlindungan Penata Tingkat | (1ll/d) | S-1 Teknik Sipil
dan pelestarian kawasan S-2 Magister Teknik Sipil
24 Kepala Seksi Preservasi manfaat Penata Tingkat | (11I/d) | S-1 Hukum Keperdataan
dan pengendalian S-1 Teknik Sipil
25 Analis Penataan Kawasan Penata (lll/c) D-3 Teknik Sipil
26 Penyusun Rencana Pemanfaatan | Penata ( lll/c) S-1 Teknik Arsitektur
Kawasan S-2 Magister Teknik Sipil
27 Kepala Bidang Perumahan Pembina ( 1V/a) S-1 Teknik Sipil
S-2 Magister Teknik
Pengembangan SDA
28 Kepala Seksi Perencanaan Teknis | Pembina ( 1V/a) S-1 Teknik Sipil
S-2 Master Enginering
29 Penyusun Rencana Konservasi Penata Tingkat | (11I/d) | S-1 Teknik Sipil
Kawasan
30 Analis Perencanaan Wilayah Penata Muda ( lll/a) S-1 Teknik Sipil
Perumahan
31 Analis Bangunan dan perumahan Penata Muda (lll/a) S-1 Teknik Arsitektur
32 Kepala Seksi Perumahan Penata (Ill/c) S-1 Ekonomi
Swadaya dan Perumahan Formal Manajemen
33 Pengawas Tata Bangunan dan Pengatur (1l/c) SLTA Gambar
Perumahan Bangunan
35 Kepala Seksi Pembiayaan dan Penata Tingkat | (1ll/d) | S-1 Teknik Sipil

Pengembangan Kawasan

S-2 Magister Teknik
Rekayasa Transportasi
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NO JABATAN PANGKAT / PENDIDIKAN
GOLONGAN
35 Penyusun rencana Pemanfaatan Penata Muda Tingkat | S-1 Teknik Sipil
Kawasan (/b))
36 Pengawas Tata Bangunan dan Penata Muda ( lll/a) S-1 Teknik Sipil
perumahan
37 Kepala Bidang Pertanahan Pembina Tingkat | S-1 limu Pemerintahan
(IV/b) S-2 Magister
Manajemen
S-3 Manajemen
Pendidikan
38 Kepala Seksi Perencanaan dan -*K) -*%)
Pendataan
39 Analis Pertanahan Penata Tingkat | (111/d) | S- 1 Teknik Arsitektur
40 Pemeriksa Pertanahan Penata (Ill/c) S-1 Ekonomi Akuntansi
S-2 magister sains
manajemen
41 Pengelola data penyusunan bahan | Penata Muda Tingkat | S-1 Teknik Geodesi
pembinaan teknis pengukuran dan | (lll.b)
pemetaan
42 Kepala Seksi manfaat dan -*) -*)
pengendalian
43 Pengelola Pengendalian Penata Tingkat | S-1 Teknik Sipil
Pertanahan (nr/d)y
44 Analis Hukum Pertanahan Penata Muda Tingkat | S-1 Hukum
(17 b)
45 Analis Penatagunaan tanah dan Penata Muda ( l1l/ a) S-1 limu Pemerintahan

Kawasan Tertentu

Sumber

2020;

Ket : *) jabatan kosong, personil alih tugas ke kementerian PUPR
**) jabatan kosong, personil purna tugas
Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

Bila di bandingkan dengan analisis beban kerja, maka komposisi pegawai di

DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Ideal Pegawai

No. NAMA JABATAN ESELON JUMLAH
ORANG

1 | Kepala Dinas Il 1

2 | Sekretaris Il 1

3 | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program [\ 1

a. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 3

b. Calon Perencana 1

c. Pengelola Program dan Kegiatan 1

4 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan v 1

Kepegawaian

a. Analis Keuangan 1

b. Bendahara 1

c. Verifikator Keuangan 3

d. Pengadministrasi Keuangan 2
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No.

NAMA JABATAN

ESELON

JUMLAH
ORANG

Penata Laporan Keuangan

1

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pengadministrasi Umum

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengelola Kepegawaian

Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor

Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi

Pramu Kebersihan

. Pengemudi

RlORRRr|R|RN

SIEBITIEEITIERe|ITe

. Petugas Keamanan

=
o

(€3]

Kepala Bidang Perumahan

(o]

Kepala Seksi Perencanaan Teknis

\Y

a. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan

b. Analis Bangunan dan Perumahan

c. Penyusun Rencana Konservasi Kawasan

Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan
Formal

Rk [k|~

a. Analis Perumahan

[EnN

b. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan

N

Kepala Seksi Pembiayaan dan Pengembangan
Kawasan

=

a. Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan

b. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan

Kepala Bidang Kawasan Permukiman

a. Analis Penataan Kawasan

b. Pengelola Perumahan dan Permukiman

10

Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

a. Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian
Kawasan

RNk W~

b. Pengawas Fisik Permukiman

11

Kepala Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian

a. Penyusun Rencana Manfaat Kawasan

b. Analis Penataan Kawasan

12

Kepala Bidang Pertanahan

13

Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan

v

a. Analis pertanahan

b. Pengelola Data Penyusunan bahan pembinaan
teknis pengukuran dan pemetaan

RlRRr|RPR|k|~|w©

c. Pemeriksa Pertanahan

14

Kepala Seksi Manfaat dan Pengendalian

a. Pengelola data penatagunaan tanah

b. Pengelola pengendalian pertanahan

c. Analis hukum pertanahan

Rk RN

15

Jabatan Fungsional

a. Perencana

=

b. Analis Kepegawaian

=

Pranata Komputer Pelaksana

1

Jumlah

86

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2020;
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1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sebagai SKPD yang baru terbentuk dan aktif pada awal tahun 2017, Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah masih mengalami

kendala kekurangan sarana dan prasarana pendukung aktivitas kantor. Kondisi ini

tentunya akan secara bertahap ditingkatkan sesuai dengan kemammpuan keuangan

daerah dan skala prioritas.

Untuk Kondisi Prasarana dan Sarana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.3

Keadaan Sarana dan Prasarana

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2020

5 | Jenis/Nama Aset Jumlah Nilai Aset (Rp)
1 | Tanah dan Gedung Kantor, Taman 1 Unit 19,577,607,350.00
2 | Sarana Mobilitas Darat (R4) 10 Unit 4,146,122,200
3 | Sarana Mobilitas Darat (R2) 6 Unit 135,738,000
4 | Pendingin Udara 32 Unit 426,000,000
5 | Laptop 23 Unit 371,459,990
6 | Komputer PC 23  Unit 333,940,210
7 | Gorden 1 Unit 25,410,000
8 | Telepon/Fax 1 Unit 2,240,000
9 | Mesin Ketik/Manual 1 Unit 3,560,000
10 | Papan Tulis / Whiteboard 1 Unit 2,500,000
11 | Tiang Bendera 2 Unit 54,000,000
12 | Meubelair 261  Unit 796,450,750
13 | Mesin Pencetak (printer) 20  Unit 91,060,000
14 | LCD Proyektor + Layar 70" tripod 1 Unit 7,448,500
15 | Sound system / wireless 1 Unit 3,500,000
16 | Kamera DSLR 1 Unit 8,400,000
17 | Kamera Pocket Digital 1 Unit 2,500,000
18 | CCTV Outdoor 1 Unit 8,993,000
19 | Alat Komunikasi 5 Unit 12,773,000
20 | Tablet/Pad 3 Unit 33,342,000
21 | Penanda Lokasi (GPS) 4 Unit 31,960,000
22 | Alat Survey dan Pengujian) 5 Unit 108,900,000
23 | Alat Studio/Audio-Video 2 Unit 15,470,000
24 | Catu Daya 6 Unit 8,940,000
25 | Mesin Absensi 1 Unit 24,900,000
26 | Mesin Potong Rumput 1 Unit 1,900,000
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5 | Jenis/Nama Aset Jumlah Nilai Aset (Rp)
27 | Pintu Elektrik Kartu 1 Unit 64,000,000
28 | Sound System 1 Unit 199,989,000
29 | Mesin Penghancur Kertas 2 Unit 6,000,000
30 | Proyektor 2 Unit 20,610,000
31 | Layar Proyektor 2 Unit 5,390,000

Jumlah 26,531,104,000

Sumber KIB, 2020, dari Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

1.6 Keuangan

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Tahun 2020 terdiri:

1. Sebelum Realokasi Anggaran

1. 12 program dan 37 kegiatan
2. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5,620. Milyar
3. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 48,778 Milyar , didistribusikan pengelolaannya

ke 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis dengan rincian sebagai berikut:

a.

Sekretariat, total pagu Rp.6,823 Milyar, terdiri dari:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pagu Rp.5,581 Milyar

2) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pagu Rp.427,5 Juta

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pagu Rp.50 Juta

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan, pagu Rp.763,954 Juta

5) Program Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah, pagu Rp.100
Juta

Bidang Perumahan, total pagu Rp. 1,751 Juta, terdiri dari:

1) Program Pengembangan Perumahan, pagu Rp.1,751 Milyar

Bidang Kawasan Permukiman, total pagu Rp.39,651 Milyar, terdiri dari:

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Kawasan Permukiman, pagu Rp.38.512 Milyar

2) Program Perencanaan Kawasan Permukiman, pagu Rp.1,139 Milyar

Bidang Pertanahan, total pagu Rp. 451,709 Juta, terdiri dari:

1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah, pagu Rp.100 Juta
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2) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan,
pagu Rp.100 Juta
3) Program Penatausahaan pertanahan, pagu Rp.201,709 Juta
4) Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, pagu Rp.50 Juta
2. Setelah Realokasi Anggaran
1. 11 program dan 35 kegiatan
2. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5,512. Milyar
3. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 8,103 Milyar , didistribusikan pengelolaannya
ke 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis dengan rincian sebagai berikut:
e. Sekretariat, total pagu Rp.6,271 Milyar, terdiri dari:
6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pagu Rp.5,263 Milyar
7) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pagu Rp.497,5 Juta
8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pagu Rp.78,72 Juta
9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan, pagu Rp.431,830 Juta
f. Bidang Perumahan, total pagu Rp.851,938 Juta, terdiri dari:
2) Program Pengembangan Perumahan, pagu Rp.851,938 Juta
g. Bidang Kawasan Permukiman, total pagu Rp.529,118 Juta, terdiri dari:
3) Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Kawasan Permukiman, pagu Rp.500 Juta
4) Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Perkotaan, pagu Rp.29,118 Juta
h. Bidang Pertanahan, total pagu Rp. 451,709 Juta, terdiri dari:
5) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah, pagu Rp.100 Juta
6) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan,
pagu Rp.100 Juta
7) Program Penatausahaan pertanahan, pagu Rp.201,709 Juta

8) Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, pagu Rp.50 Juta

1.7 Sistematika LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 mengacu
kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
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LKIP  ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun

2020. Capaian Kinerja Tahun 2020 tersebut akan dibandingkan dengan Penetapan

Kinerja Tahun 2020 sehingga hasilnya akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu

organisasi dalam kurun waktu satu tahun. Adapun sistematika penyajian LKIP sebagai
berikut :

a)

b)

d)

f)

Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh LKIP
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan
Tengah;

Bab | Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang; maksud dan tujuan;
kedudukan, tugas pokok dan fungsi; susunan struktur organisasi; dan keadaan
personil dan kepegawaian;

Bab Il Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi perencanaan strategis Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020;

Bab Il Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan
realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari LKIP Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

Lampiran

I-28



BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah
berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang mana dalam pada 2020
merupakan tahun ke-3 dalam periodeisasi RPIJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-
2021.

RPJMD kemudian dijabarkan kedalam yang dijabarkan dalam Rencana Strategis
Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2016-2021. Renstra merupakan dokumen perencanaan
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan
dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Hal-hal tersebut merupakan panduan bagi perangkat
daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang tersusun secara sistematis dan
berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

yang mungkin timbul dalam periode waktu tersebut.

Renstra Perangkat Daerah serta bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja
serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur yang penting dari suatu sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Lebih lanjut, renstra di rinci dalam dokumen perencanaan tahunan yang lebih bersifat
operasional yakni Renja PD. Tahun 2020 merupakan tahun ke-4 dalam periodeisasi RJIPMN
dan Renstra, namun merupakan tahun Renja ke-2 bagi DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah
yang baru saja terbentuk berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya dijabarkan
dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
2.1.1 Visi dan Misi

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, tahun 2020 adalah merupakan
pelaksanaan renja yang ke-4 dari Renstra DPKPP tahun 2016-2021 yang mana
merupakan operasionalisasi dari pencapaian visi dan misi yang termuat dalam
RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 sebagai berikut:
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Visi:

“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat

Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah

dan Harmonis”

Misi:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi

2. Pengelolaan Infrastruktur

3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai

4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah

6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam

8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1.
2
3.
4
5

o

8.

Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;

Pengelolaan Infrastruktur;

Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai;

Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan;
Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti
Korupsi;

Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata;

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA); dan

Pengelolaan Pendapatan Daerabh.

Dari penjabaran visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut di atas, maka

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

mengemban misi kedua vyaitu “Pengelolaan Infrastruktur” yang selanjutnya

diformulasikan dalam kebijakan, strategi , program dan kegiatan DPKPP Provinsi

Kalimantan Tengah.
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2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang
merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang
perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kalimantan Tengah pada kurun
waktu 5 (lima) tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

b. Peningkatan dan pemelihaaran sarana dan prasarana umum

C. Meningkatkan pengamanan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya
daya rusak air

d.  Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai
dengan aturan hukum yang berlaku

e. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan
komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan
daerah

f. Meningkatkan perlindungan pusat-pusat produksi dan permukiman

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang
dilaksanakan setiap tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 4
(empat) program utama yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-
masing yang tercantum di dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Meningkatkan Rumah layak huni (RLH) dan terjangkau mencapai 80%.
b.  Meningkatnya kualitas panjang jalan yang terbangun dan berkondisi baik dalam
suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan mencapai 35.000 meter.
C. Meningkatnya kualitas drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik
suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan mencapai 9.000 meter
d. Tersedianya data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima BSPS

(Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya) yang belum memiliki sertifikat.

-3



2.1.3 Strategi

Strategi pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan untuk memenuhi misi “Pengelolaan

Infrastruktur” adalah :

®© oo T p

Perluasan cakupan Pelayanan

2.2 Perjanjian Kinerja 2020

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pekerjaan

Peningkatan penggunaan Bahan dan Material
Peningkatan Kualitas Fisik dan administrasi

Peningkatan kualitas perencanaan dan pelelangan

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan PKP dan

Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan target-target sasaran indikator

kinerja utama (IKU) yang tertuang di dalam perjanjian kinerja Tahun 2020 yang telah

disepakati.

2.2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Utama
1. | Terpenuhinya tahapan awal | Dokumen data awal Dokumen !
SPM Bidang perumahan untuk penyediaan dan
melalui penyediaan data rehabilitasi rumah
masyarakat yang layak huni bagi
berpontensi menjadi korban | korban bencana dan
bencana dan relokasi fasilitasi penyediaan
program pemerintah rumah layak huni bagi
provinsi masyarakat yang
terkena relokasi
program pemerintah
2. | Meningkatnya kualitas dan Panjang jalan dan Meter 18.000
kuantitas Sarana, drainase di kawasan
Prasarana, dan Utilitas permukiman
Umum pada Kawasan
Permukiman
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3. | Meningkatnya cakupan Jumlah ketersediaan | Ha 5000
kabupaten kota yang lahan (Ha) untuk
memiliki data pertanahan pengembangan
untuk perumahan dan perumahan dan
kawasan permukiman kawasan permukiman
IKU tersebut di atas di laksanakan melalui program-program sebagai berikut:
Program Anggaran
1. | Program Pengembangan Rp. 250.000.000
Perumahan
2. | Program Peningkatan dan Rp. 29.118.000,00
Pengembangan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum Kawasan
permukiman
3. | Program Penataan, Penguasaan, Rp. 100.000.000,00
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
2.2.2 Perjanjian Kinerja Sekretaris
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. | Tersedianya dukungan Terlaksananya Tahun 1
layanan administrasi layanan administrasi
perkantoran perkantoran
2. | Meningkatnya sarana dan Terlaksananya Tahun 1
prasarana aparatur kegiatan peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
3. Pembinaan peningkatan Terfasilitasinya Tahun 1
kapasitas sumber daya keikutsertaan aparatur
aparatur dalam diklat dan
bimtek
4. | Terlaksananya layanan | Tersusunnya Dokumen 15
sistem perencanaan, | dokumen
pelaporan capaian Kkinerja | perencanaan,
dan keuangan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
5. | Terlaksananya pengelolaan | Jumlah dokumen Dokumen 1
aset/barang daerah pengelolaan
aset/barang daerah
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2.2.2.1 Perjanjian Kinerja Kasubbag Penyusunan Program

No. | Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1. | Tersusunnya Tersusunnya LKIP 2019 Dokumen 1
dokumen Laporan Tersusunnya konsep Dokumen 2
Capaian Kinerja dan | - on'| ppD dan LKPJ
Ikhtisar Realisasi 2019
Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Dokumen 4
TEPRA, SIPD
Kemendagri, SIMP3D dan
Laporan Evaluasi Renja
Perangkat Daerah
2. | Tersusunnya Tersusunnya Renja 2021 Dokumen 1
dokumen .
Perencanaan dan ;2:3%2%;?2038”@ Dokumen 1
Penganggaran
SOPD (Renja 2021, | Tersusunnya PPAS 2021 Dokumen 1
Renja Perubahan Tersusunnya PPAS Dokumen 1
2020, PPAS 2021, Perubahan 2020
PPAS Perubahan erubanan
2020, RKA 2021 dan | Tersusunnya RKA 2021 Dokumen 1
RKA P han
Tahun ;gjzbg a Tersusunnya RKA Dokumen 1
Perubahan Tahun 2020
2.2.2.2 Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1. | Terlayaninya Tersedianya jasa Lembar 1.300
administrasi surat menyurat Dokumen 2
perkantoran Tersedianya jasa
komunikasi, sumber Jenis 3
daya air, listrik dan Layanan
internet
Terlaksananya
opgrgsmnal dan Unit 14
perizinan kendaraan
dinas
Tersedianya Jasa
Pengelolaan OB 1.152

Keuangan/Honorarium
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No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Terpeliharanya
Kebersihan Kantor

Unit

1

Tersedianya Alat Tulis
Kantor

Jenis

15

Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan

Buku
Lembar
Buah

210
209.800
851

Tersedianya
komponen instalasi
dan alat
listrik/penerangan
bangunan kantor

Jenis

Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor

Jenis

Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Ekslempar

21.900

Tersedianya makanan
dan minuman rapat-
rapat

Porsi

2.000

Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah

Tahun

Terlaksanya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah

Tahun

Tersedianya Jasa
Pengelola Informasi
Publik dan Website
Perangkat Daerah

Tahun

Tersedianya
peningkatan Sarana
dan Prasaran Aparatur

Tersediaanya
Perlengkapan Gedung
Kantor

Buah
Unit

12

Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor

Unit

Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional

Unit

16

Terlaksananya
pemeliharaan
Peralatan

Unit

73
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
perlengkapan gedung
kantor
3. | Terlaksananya Tersedianya
Peningkatan Disiplin Kesehatan Jasmani Kali 33
Aparatur Aparatur/Senam Pagi
4. | Tercapainya Tersedianya laporan
Peningkath Keuanganydan?Aset Dokumen 4
Pengembangan Sistem | Terlaksanya ekspose
Pglaporan Capaian hasil-hasil Kegiatan 4
Kinerja dan Keuangan | pembangunan
pameran/ pawai
Tercapainya
Peningkatan Terkelolanya
5. | Pengembangan Inventaris Barang Tahun 1
Pengelolaan Daerah
Aset/Barang Daerah
2.2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perumahan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. | Koordinasi Pokja Terkoordinasinya Pokja 1 Kali 100 %
Perumahan dan Perumahan dan Kawasan
Kawasan Permukiman Permukiman
2. | Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan 1Tahun | 100 %
Konsultasi ke dalam Konsultasi ke dalam dan luar
dan luar daerah daerah
3. | Penyusunan Tersusunnya Dokumen 1 100 %
Perencanaan teknis dan | Perencanaan Teknis dan Dokumen
Naskah Akademik Naskah Akademik
4. | Peningkatan Kesadaran | Meingkatnya Kesadaran 1 Kali 100 %
Masyarakat untuk Masyarakat untuk Menjaga
menjaga lingkungan Lingkungan
2.2.3.1 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perencanaan Teknis
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Koordinasi Pokja Terkoordinasinya Pokja 1 Kali 100 %

1. | Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Perumahan dan
Kawasan Permukiman
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Koordinasi dan Terlaksananya 1 Tahun | 100 %
2 Konsultasi ke dalam Koordinasi dan

dan luar daerah Konsultasi ke dalam

dan luar daerah

Penyusunan Tersusunnya Dokumen 1 100 %
3. | Perencanaan teknis Perencanaan Teknis Dokumen

dan Naskah Akademik | dan Naskah Akademik

Peningkatan Meingkatnya Kesadaran 1 Kali 100 %
4 Kesadaran Masyarakat | Masyarakat untuk

untuk menjaga Menjaga Lingkungan

lingkungan

2.2.3.2 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi

Pembiayaan Dan Pengembangan

Kawasan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. | Meningkatnya e Terselenggaranya Kegiatan | 100 %

koordinasi
penyelenggaraan
pengembangan
perumahan antara
pemerintah Provinsi dan
pemerintah Kabupaten /
Kota di Provinsi
Kalimantan Tengah.

kegiatan koordinasi
penyelenggaraan
pengembangan
perumahan.

e Terwujudnya
koordinasi seluruh
kegiatan Bidang
Perumahan.

e Tersedianya
program kerja untuk
meningkatkan
jumlah cakupan
rumah bagi
masyarakat yang
menghuni  rumah
tidak layak huni di
Provinsi Kalimantan
Tengah.
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2.2.3.3 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan

Formal
No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. | Meningkatnya Tersedianya Data Rumah 1 Dokumen | 100 %
Kualitas Tidak Layak Huni di
Pengembangan Lingkungan Provinsi
Perumahan Kalimantan Tengah
2.2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kawasan Permukiman
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. | Terlaksananya Pembangunan Jumlah panjang Meter -
Sarana, Prasarana, dan Utilitas | jalan dan drainase di
Umum pada Kawasan kawasan
Permukiman permukiman
2. | Tersusunnya dokumen dokumen | Jumlah dokumen Dokumen 1
hasil appraisal survey dan dokumen hasil
pengukuran kegiatan bidang appraisal survey dan
kawasan permukiman. pengukuran kegiatan
bidang kawasan
permukiman.
3. | Tersusunnya Laporan hasil Jumlah Laporan Laporan 1
kegiatan monitoring, evaluasi hasil kegiatan
dan pelaporan kegiatan bidang monitoring, evaluasi
Kawasan Permukiman. dan pelaporan
kegiatan bidang
Kawasan
Permukiman.
2.2.4.1 Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1. | Terlaksananya Jumlah panjang Meter 9.000

Pembangunan Sarana,
Prasarana, dan Utilitas
Umum pada Kawasan

Permukiman

jalan dan drainase di
kawasan
permukiman (
Kabupaten Kapuas,
Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten
Barito Selatan,
Kabupaten Barito
Utara, Kabupaten
Murung Raya )
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2.2.4.2 Kepala Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1. | Terlaksananya Jumlah panjang Meter 9.000
Pembangunan Sarana, jalan dan drainase di
Prasarana, dan Utilitas kawasan
Umum pada Kawasan permukiman ( Kota
Permukiman Palangka Raya,
Kabupaten
Kotawaringin Timur,
Kabupaten
Kotawaringin Barat,
Kabupaten
Lamandau,
Kabupaten
Sukamara )
2.2.4.3 Kepala Seksi Pendataan
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1. | Tersusunnya dokumen Jumlah dokumen Dokumen 1
dokumen hasil appraisal | hasil appraisal
survey dan pengukuran survey dan
kegiatan bidang kawasan | pengukuran
permukiman. kegiatan bidang
kawasan
permukiman.
2. | Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan Laporan 1
hasil kegiatan monitoring, | hasil kegiatan
evaluasi dan pelaporan monitoring, evaluasi
kegiatan bidang Kawasan | dan pelaporan
Permukiman. kegiatan bidang
Kawasan
Permukiman.
2.2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pertanahan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Meningkatnya cakupan Jumlah Ha 5.000

jumlah Kabupaten/Kota yang

memiliki data pertanahan

untuk perumahan dan pengembangan

kawasan permukiman perumahan dan
kawasan
permukiman

ketersediaan lahan
untuk

-11




Meningkatnya koordinasi | Terwujudnya Dokumen 1
terkait bidang pertanahan | koordinasi  seluruh
antara Pemerintah Provinsi | kegiatan bidang
dan Pemerintah Pusat | pertanahan
maupun Pemerintah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi penyelesaian Persentase Dokumen 1
permasalahan pertanahan penyelesaian
permasalahan
pertanahan yang
terfasilitasi
Meningkatnya pengetahuan | Terlaksananya Kegiatan 2
tentang pendaftaran tanah Rapat Kerja Teknis
Pendaftaran Tanah
2.2.5.1 Kepala Seksi Manfaat dan Pengendalian
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1. Fasilitasi Persentase Dokumen 1
penyelesaian penyelesaian
permasalahan permasalahan
pertanahan pertanahan yang
terfasilitasi
2. Meningkatnya Terlaksananya Kegiatan 2
pengetahuan tentang | Rapat Kerja Teknis
pendaftaran tanah Pendaftaran Tanah
2.2.5.2 Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 Meningkatnya Jumlah Ha 5.000
cakupan jumlah ketersediaan lahan
Kabupaten/Kota yang | untuk
memiliki data pengembangan
pertanahan untuk perumahan dan
perumahan dan kawasan
kawasan permukiman | permukiman
2. Meningkatnya Terwujudnya Dokumen 1
koordinasi terkait | koordinasi  seluruh
bidang pertanahan | kegiatan bidang
antara Pemerintah | pertanahan
Provinsi dan
Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah
Kabupaten/Kota
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2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada tahun 2020 terjadi realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Sebelum realokasi
anggaran pada tahun 2020, DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 12 Program
dan 37 kegiatan dengan total pagu dana Rp. 54.399.051.717,33,-, terdiri belanja tidak
langsung Rp. 5.620.743.259,00,- dan Belanja Langsung Rp. 48.778.308.458,33,
Perencanaan Anggaran tersebut termuat dalam DPA SKPD Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan tahun 2020. Sedangkan sesudah realokasi anggaran pada
tahun 2020, DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 11 Program dan 35
kegiatan dengan total pagu dana Rp.13.616.925.738,-, terdiri belanja tidak langsung
Rp.5.512.993.259,- dan Belanja Langsung Rp.8.103.932.479,. Perencanaan Anggaran
tersebut termuat dalam DPA mendahului

perubahan Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan tahun 2020.
2.3.1 Target Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pada tahun 2020 dicapai realisasi anggaran sebesar Rp. 12.604.544.966,- (92,56%)
terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.739.958.802,-, (85,97%) dan belanja
langsung Rp.7.864.586.164,-, (97,04%).

Bila diuraikan maka, dari belanja tidak langsung Rp. 5.512.993.259,- target
serapannya adalah sebesar Rp.5.402.733.394,-, mampu direalisasikan pada angka
Rp. 4.739.958.802,-, atau 85,97% terhadap pagu total, dan 87,03% terhadap target.
Sedangkan untuk belanja langsung Rp.8.103.932.479,-., mampu direalisasikan
sebesar Rp.7.864.586.164,- atau 97,04% terhadap pagu total, dan 99,02% terhadap
target. Sehingga bila di nilai dari total serapan anggaran, maka DPKPP telah mampu
menyerap Rp.12.604.544.966, (92,56%) dari pagu sebesar Rp.13.616.925.738,-,

atau mencapai 94.45% dari target serapan anggaran. Rinciannya tersaji dalam tabel

dibawah ini.

Pagu Target Serapan Realisasi Deviasi Realisasi
Belanja Terhadap

Target
Rp. % Rp. % Rp. % %

Belanja 5.512.993.259 | 5.402.733.394 | 98,00 | 4.739.958.802 | 85,97795 662.774.592 | 0,12 85,97
Tidak
Langsung
Belanja 8.103.932.479 | 7.941.853.829 | 98,00 | 7.864.586.164 | 97,04654 77.267.665 | 0,01 97,04
Langsung
Jumlah 13.616.925.738 | 13.344.587.223 | 98,00 | 12.604.544.966 | 92,56528 740.042.257 | 0,06 92,56
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2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis pencapaian IKU sebelum realokasi di

dukung dengan pendanaan sebesar Rp.38.862.193.708,33 dan setelah realokasi
menjadi Rp.1.832.765.994,- yang dirinci dalam tabel berikut ini:

No.

Sasaran Strategis

Anggaran

Sebelum Realokasi

Setelah Realokasi

Anggaran

Rp.

%

Rp.

%

Ket.

Terpenuhinya tahapan awal
SPM Bidang perumahan
melalui penyediaan data
masyarakat yang berpontensi
menjadi korban bencana dan
relokasi program pemerintah
provinsi

250.000.000,00

0,64

263.850.000

67,14

Meningkatnya kualitas dan
kuantitas Sarana, Prasarana,
dan Utilitas Umum pada
Kawasan Permukiman

38.512.193.708,33

99,10

29.118.000

7,41

Berkurang untuk
Realokasi
penanganan
untuk Covid -19

Meningkatnya cakupan
kabupaten kota yang memiliki
data pertanahan untuk
perumahan dan kawasan
permukiman

100.000.000,00

0,26

100.000.000

25,45

JUMLAH

38.862.193.708,33

100,00

392.968.000,00

100,00

2.4 Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung pelaksanaan kegiatan yang yang merupakan inovasi baru dan

tersedia di DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah secara daring pada tahun 2020 antara lain

sebagai berikut:

1. Website www.disperkimtan.kalteng.go. id
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2. Aplikasi e — proposal
_ o ik
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3. Aplikasi e-perumahan
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam
mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggung jawaban
tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Media pertanggung jawaban tersebut meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis
kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk
memenuhi  kewajiban dalam  mempertanggungjawabkan  keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud
merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok
indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil,
manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut
tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran
atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap
penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam mengukur
kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan
Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-
kegiatan tahun 2020 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu
input, output, dan outcome. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahun 2020 merupakan kemampuan

perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi

sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan

rumus:
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Capaian Indikator =

rencana

realisasi

x 100%

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

realisasi — (realisasi rencana)

Capaian Indikator =

rencana

x 100%

Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan

interval nilai sebagai berikut:

No. Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Kode
Kinerja Realisasi Kinerja
1. | 91<100 Sangat Baik ;
2. | 76=90 Tinggi Hijau Muda
3. | 66575 Sedang Kuning Tua
4. | 51<65 Rendah Kuning Muda
5. | <50 Sangat Rendah _

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan indkator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana

kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau

minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
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Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tahun 2020

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGET

REALISA | CAPAIA
N (%)

Sl
Terpenuhinya tahapan awal Dokumen data awal untuk
SPM Bidang perumahan penyediaan dan rehabilitasi
melalui penyediaan data rumah layak huni bagi korban
1. | masyarakat yang berpontensi | bencana dan fasilitasi Dokumen 1 1
menjadi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni
relokasi program pemerintah bagi masyarakat yang terkena
provinsi relokasi program pemerintah
Meningkatnya kualitas dan
5 kuantit_a_s Sarana, Prasarana, Panjang jalan dan drainase di Meter 18.000 0
dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman
Kawasan Permukiman
Meningkatnya cakupan
kabupaten kota yang memiliki | Jumlah ketersediaan lahan (Ha)
3 | data pertanahan untuk untuk pengembangan perumahan Ha 5.000 3.267,34

perumahan dan kawasan
permukiman

dan kawasan permukiman

65,34

KET.

Anggaran di
realokasi untuk
refokusing
penanganan
Covid-19
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3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi terhadap

target yang ditetapkan, kendala/masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi,

dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di

masa yang akan datang.

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi

dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Uraian dan analisis capaian

kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1 Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang perumahan melalui penyediaan

3.2.2

data masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana dan relokasi

program pemerintah provinsi.

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada kumulatif dokumen yang
dihasilkan dalam rangka dukungan teknis kebijakan terkait pelaksanaan SPM
bidang Perumahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran
tersebut dilaksanakan Program Pengembangan Perumahan, dalam bagian
kegiatan Perencanaan Kegiatan Perumahan dan Permukiman. Alokasi anggaran
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020
untuk mewujudkan sasaran tersebut pada kondisi sebelum realokasi anggaran
adalah sebesar Rp. 250.000.000,- dan setelah realokasi anggaran bertambah
sebesar Rp. 13.850.000,- menjadi Rp. 263.850.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.263.491.326,- atau 99,86%. Adapun capaian sasaran pada tahun 2020 telah
memenuhi target jumlah dokumen yang ditetapkan dan mencapai 100%. Kendala
dan permasalahan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19 adalah perjalanan ke
kabupaten yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar tertunda
sementara. Hal ini dapat secara berangsur-angsur diatasi dengan penerapan
protokol kesehatan. Kondisi pencapaian SPM tidak dapat diperbandingkan dengan
Renstra karena dalam Renstra 2016-2021 tidak memuat target capaian SPM,

namun dalam ketentuannya SPM wajib terpenuhi 100%.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum

pada Kawasan Permukiman

Merupakan sasaran komposit yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan
PSU kawasan permukiman yang merupakan amanat UU 23 tahun 2014. Capaian

pada sasaran ini diukur berdasarkan capaian pembangunan PSU Kawasan
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permukiman berupa drainase dan jalan lingkungan permukiman.  Untuk
mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan
Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut pada APBD murni TA. 2020 awalnya
dianggarkan sebesar Rp.38.512.193.708,33. Tetapi karena terjadinya pandemi
covid-19, ada kebijakan dari Pemerintah untuk refocusing anggaran guna
penanganan Covid-19, sehingga anggaran tersebut berkurang sebesar
Rp.38.483.075.708,33 dan menjadi Rp.29.118.000,-, dengan konsekuensi
sebagai berikut :

a. Semua paket konstruksi fisik dan jasa konsultasi dibatalkan;

b. Total nilai pagu kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur Rp.38,512 milyar
menjadi hanya sebesar Rp.29,118 juta yang merupakan nilai SPJ dari
pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas untuk administrasi NPHD ke
kabupaten/kota;

c. Sehingga anggaran pendukung sasaran strategis ini direalisasikan sebesar
Rp. 29.118.000,- atau 100% berdasarkan pagu APBD setelah direalokasi
anggaran.

d. Capaian indikator yang ditargetkan sebanyak 18.000 Meter tidak tercapai atau

sama dengan 0%.

Apabila berdasarkan pada target Renstra pada tahun 2020 adalah sebesar 76.000
meter dengan realisasi 0 Meter. Perbedaan target Renstra dan target tahunan
pada APBD 2020 disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia,
sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan target Renstra.
Pada tahun 2019 indikator tercapai sebesar 49.480 meter dari target sebesar
76.000 meter atau 65,11%. Jika dikumulatifkan sejak tahun 2017 maka capaian
Renstra sampai dengan tahun 2020 hanya tercapai 141.480 meter atau baru
sebesar 46,08%.
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Tabel 3.2

Analisis Capaian Kinerja Panjang Jalan dan Drainase di Kawasan Permukiman
Tahun 2017 s/d 2020
Target per Tahun Pelaksanaan Renstra dan Capaian
2017 2018 2019 2020 2021
Indikator Kinerja Target Target
Target |Realisasi Target Realisasi Target |Realisasi Realisasi
% % % (Meter % (Meter)
(Meter) | (Meter) (Meter) | (Meter) (Meter) | (Meter) ) (Meter)
Panjang Jala | 26.000 | 18.000 | 69,23 | 47.000 | 37.00 | 78,72 | 30.000 | 42.000 (140,00| 30.000 0 0 30.000
jalan  dan n 0
drainase di
kawasan Drai | 35.000 | 28.000 | 80,00 | 47.000 | 9.000 | 19,15| 46.000 | 7.480 | 16,26 | 46.000 0 0 46.000
permukiman
nase
Jumlah | 61.000 | 46.000 | 75,41 | 94.000 | 46.000| 48,93 | 76.000 | 49.480 | 65,11 | 76.000 0 0 76.000

Secara grafis, trend pergerakan kenaikan/penurunan capaian kinerja Panjang dan
drainase di Kawasan permukiman Tahun 2017 s/d 2020 disajikan pada gambar
berikut ini:
60.000
50.000
40.000

30.000

Meter

20.000

10.000

0 2017 2018 2019 2020

= Pjg. Jalan dan drainase

di kawasan permukiman 46.000 46.000 49.480 0

Gambar 1. Grafik Capaian Kinerja Panjang Jalan dan Drainase di Kawasan Permukiman Tahun

3.2.3

2017 s/d 2020

Peringkatan capaian kinerja pada indikator ini terus mengalami peningkatan
sampai pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan
dikarenakan pemotongan anggaran sehingga tidak ada capaian terhadap indikator

panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman.

Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data

pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah ketersediaan

data lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
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Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Penataan,
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam kegiatan
Inventarisasi dan Verifikasi Ketersediaan Lahan untuk PSU.

Pada tahun 2020 sasaran dari program tersebut adalah untuk menyiapkan
database bagi pelaksanaan program pertanahan dimana Bidang Pertanahan
sebagai bidang yang melekat pada SOPD Dinas Perumahan, Kawasan
bahan

lebih

Permukiman dan Pertanahan membutuhkan data dasar sebagai
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertanahan kedepan yang

komprehensif sesuai dengan tupoksinya.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
tersebut adalah sebesar

Rp.100.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 99.750.000,- atau 99,75%.

Anggaran 2020 untuk mewujudkan sasaran

Tabel 3.3

Analisis Capaian Kinerja Inventarisasi Ketersediaan Lahan Untuk PSU

Tahun 2018 s/d 2020

Uraian Target per tahun pelaksanaan renstra dan capaian
2018 2019 2020 2021
Target Realisasi % Target | Realisasi % Target | Realisasi % 2021
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)
Jumlah 51.422 | 885.324,67 | 1.721,68 | 35.000 | 42.625,52 | 121,78 5.000 | 3.267,34 | 65,34 | 30.000
ketersediaan
lahan untuk
pengembangan
perumahan
dan kawasan
permukiman
Jumlah 51.422 | 885.324,67 | 1.721,68 | 35.000 | 42.625,52 | 121,78 5.000 | 3.267,34 | 65,34 | 30.000

Secara grafis, trend pergerakan kenaikan/penurunan capaian kinerja Inventarisasi
Ketersediaan Lahan Untuk PSU Tahun 2017 s/d 2020 disajikan pada gambar

berikut ini:
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Gambar 2. Grafik Analisis Capaian Kinerja Inventarisasi Ketersediaan Lahan Untuk PSU Tahun
2017 s/d 2020

Pada tahun 2018 capaian kinerja sasaran melampaui target yang ditetapkan yaitu
885.243,67 Ha atau 1.721,68% dari target sebesar 51.422 Ha. Hasil capaian
diatas dicapai karena optimalnya data yang tersedia yang bisa dihimpun dari
perangkat daerah bidang pertanahan, pemerintah kecamatan dan pemerintah

desa di 13 kabupaten dalam wilayah provinsi Kalimantan Tengabh.

Untuk capaian kinerja sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah 42.625,12 Ha
atau 121,78% dari target sebesar 35.000 Ha. Hasil capaian diatas sudah
melampaui target yang ditetapkan namun adanya penurunan jumlah data luasan
dibandingkan perolehan data luasan di tahun 2018. Hal ini disebabkan karena
pada tahun 2019 data luasan ketersediaan lahan untuk PSU di sebagian besar
desa-desa di 14 kabupaten/kota yang tidak diinventarisasi ditahun 2018 belum
semua menyampaikan data dimaksud ke pemerintah kecamatan yang selanjutnya
oleh pemerintah kecamatan disampaikan ke pemerintah kabupaten sebagai data

perangkat daerah bidang pertanahan di kabupaten/kota,

Pada Tahun 2020 target dari indikator kinerja sebesar 5.000 Ha namun realisasi
capaian kinerja sebesar 3.267,34 Ha atau hanya 65,34%. Hal ini disebabkan
karena anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut hanya bisa dilaksanakan
untuk 4 (empat) Kabupaten saja yang seharusnya untuk 14 kabupaten/kota. Di
samping itu ada beberapa instansi di Kabupaten yang membidangi pertanahan

belum optimal dalam memberikan data yang diminta.
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Dengan demikian akumulasi jumlah lahan yang telah terdata sampai dengan
tahun 2020 adalah sebesar 931.217,53 Ha, atau mencapai 1.018,59 %
melampaui akumulasi target 2018-2020 sebesar 91.422,00 Ha.

Kondisi pencapaian IKU tidak dapat diperbandingkan dengan Renstra karena
terdapat perbedaan satuan indikator, dalam Renstra 2016-2021 indikator berupa

laporan, dan dalam IKU berupa luas lahan dalam hektare.

3.3 Realisasi Anggaran
Pagu anggaran Disperkimtan sebelum realokasi sebesar Rp.48.778.308.458,33,-,
sedangkan setelah realokasi sebesar Rp.8.103.932.479,00,-. Dimana serapan anggaran
belanja langsung secara total pada tahun 2020 sebesar Rp.7.864.568.164,00 atau
97,05%. Sedangkan realisasi anggaran dari program dan kegiatan utama (strategis)
sebesar 99,85%.
Untuk analisis serapan anggaran per sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Dengan kondisi anggaran setelah realokasi, maka anggaran yang mendukung sasaran
strategis menjadi sebesar Rp. 392.968.000,00, maka jika ditinjau dari realisasi anggaran
per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran
“‘Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada
Kawasan Permukiman” dengan serapan sebesar 100%. Sedangkan serapan terkecil
berada pada sasaran “Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data
pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman” dengan serapan sebesar
99,75%.
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Tabel 3.4

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2020

No. Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Capaian Anggaran (Rp.) Realisasi Capai
Kinerja (IKU) (Rp.) an (%)
Realisa % Sebelum Setelah
Si Realokasi Realokasi
1 Terpenuhinya tahapan awal Dokumen data awal untuk 1 1 100 250.000.000,00 263.850.000 |263.491.326 | 99,86
SPM Bidang perumahan melalui | penyediaan dan rehabilitasi | Dokumen
penyediaan data masyarakat rumah layak huni bagi
yang berpontensi menjadi korban bencana dan
korban bencana dan relokasi fasilitasi penyediaan rumah
program pemerintah provinsi layak huni bagi masyarakat
yang terkena relokasi
program pemerintah
2 Meningkatnya kualitas dan Panjang jalan dan drainase 18.000 0 0 |38.512.193.708,33  29.118.000 | 29.118.000 | 100,00
kuantitas Sarana, Prasarana, di kawasan permukiman Meter
dan Utilitas Umum pada
Kawasan Permukiman
3 Meningkatnya cakupan Jumlah ketersediaan lahan 5000 3.267,34 | 65,34 100.000.000,00 100.000.000 | 99.750.000 | 99,75
kabupaten kota yang memiliki (Ha) untuk pengembangan Ha
data pertanahan untuk perumahan dan kawasan
perumahan dan kawasan permukiman
permukiman
Total anggaran pendukung sasaran strategis |38.862.193.708,33 392.968.000 | 392.359.326 | 99,85
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Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program Tahun 2020

Tabel 3.5

(Yang Mendukung Sasaran Strategis)

No Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi Capaian
Sebelum Setelah (Rp.) (%/)
Realokasi Realokasi 0
1 | Program Pengembangan 250.000.000,00 263.850.000 | 263.491.326 99,86
Perumahan
2 | Program Peningkatan dan | 38.512.193.708,33 29.118.000 29.118.000 100,00
Pengembangan
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum Kawasan
Permukiman
3 | Program Penataan, 100.000.000,00 100.000.000 99.750.000 99,75
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Jumlah | 38.862.193.708,33 392.968.000 | 392.359.326 99,85

Analisis efisiensi

Dengan kondisi anggaran setelah realokasi, maka anggaran yang mendukung sasaran
strategis yang semula sebesar Rp.38.862.193.708,33,- menjadi hanya Rp. 392.968.000,-,
jika ditinjau dari realisasi anggaran per program, maka hasil analisis efisiensi yang didapat

adalah sebagai berikut:

a. Pada Program Pengembangan Perumahan, pagu sebesar Rp. 263.850.000,- dengan
capaian IKU 100%, hanya membutuhkan realisasi keuangan sebesar Rp. 263.491.326,-
atau 99,86%, sehingga terjadi efisiensi anggaran.

b. Pada Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Kawasan Permukiman, pagu sebesar Rp. 29.118.000,-, target IKU sama sekali tidak
tercapai atau sama dengan 0%, sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai efisensi
anggaran. Hal ini dikarenakan adanya perubahan anggaran yang besar yaitu terjadinya
penurunan anggaran sebagai akibat realokasi dan refokusing kegiatan karena pandemi
Covid-19. Sehingga target fisik pada program tersebut tidak dapat tercapai dan nilai pagu
yang ada hanya merupakan nilai pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang
sudah terlanjur di operasionalkan pada awal tahun anggaran.

c. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, pagu
sebesar Rp.100 Juta, dengan capaian target IKU sebesar hanya 65,34% sehingga juga

tidak dapat diperhitungkan sebagai efisiensi;
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Pelaksanaan kinerja pada tahun 2020 menyajikan kondisi yang sangat berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan pengaruh nyata dari penyebaran pandemi Virus
Corona yang melanda Kalimantan Tengah. Sebagai gambaran secara rill bahwa Disperkimtan
kehilangan anggaran belanja langsung sebagai dampak realokasi penanganan Covid-19
sebesar 83,38% dari kondisi awal sebesar Rp.48.778.308.458,33 menjadi
Rp.8.103.932.479,00. Anggaran yang terpangkas ini berada pada anggaran yang mendukung
sasaran strategis dan pencapaian IKU, dengan mengikuti kebijakan Gubernur maka
penetapan prioritas daerah fokus pada penanganan Covid-19 sehingga beberapa sasaran
dan IKU yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara formal merupakan media

pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi.

Media pertanggung jawaban ini ditujukan kepada pemberi amanah atau pihak yang

memberikan delegasi wewenang dan untuk menjawab berbagai permasalahan yang

diminta oleh pihak-pihak yang terkait (Stakeholder).

Dengan demikian disamping LKIP sebagi media pertanggungjawaban pelaksanaan

misi organisasi juga merupakan proses mengevaluasi diri sendiri sehingga akan

bermanfaat untuk lebih inovatif dan rasional dalam:

1.

4.1

Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kepada
pencapaian hasil;

Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar
terfokus pada sasaran;

Menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna memperbaiki keadaan;
Meningkatkan usaha-usaha agar misi dapat dilaksanakan dengan berhasil;

Meningkatkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Capaian Kinerja IKU

Penilaian hasil akhir capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020
merupakan rangkaian dari akumulasi penilaian yang dilaksanakan secara berkala
setiap 3 bulan selama tahun 2020, dengan mengacu pada RENSTRA PD Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 yang telah disepakati.
Penilaian ini dilakukan oleh tim dengan mengukur, mengevaluasi dan menganalisa
data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan
dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas.

Dari hasil penilaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai
3 (tiga) sasaran strategis, diperoleh kesimpulan secara umum bahwa meskipun

adanya rasionalisasi anggaran, capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan
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4.2

4.3

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah relatif baik dengan

perincian sebagai berikut:

1.

Hanya sasaran strategis “Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang perumahan
melalui penyediaan data masyarakat yang berpontensi menjadi korban bencana
dan relokasi program pemerintah provinsi” yang mampu mencapai target yang

ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Sasaran strategis yakni “Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana,
dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman” tidak mampu mencapai target
dengan realisasi 0%, Hal ini di karenakan terjadinya realokasi anggaran Program
Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Kawasan Permukiman dengan pengurangan sebesar 99,24%.

Sasaran strategis “Meningkatnya cakupan kabupaten kota yang memiliki data
pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman” mencapai realisasi

kinerja sebesar 65,34%.

Permasalahan

Permasalahan yang sangat menghambat pencapaian target indikator sasaran

strategis serta realiasasi anggaran selama tahun 2020, yaitu meliputi:

1)

2)

3)

Kebijakan nasional dan daerah untuk realokasi dalam rangka refokusing
anggaran pendukung sasaran strategis/IKU dalam upaya penanganan
penyebaran pandemi Covid-19.

Pembatasan interaksi dan kegiatan dalam rangka mencegah penyebaran
pandemi Covid-19.

Terbatasnya anggaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan

kegiatan inventarisasi dan koordinasi ketersediaan lahan untuk PSU.

Upaya Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan

dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain:

1) Reformulasi target indikator kinerja utama menyesuaikan kondisi keuangan

daerah;
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2) Optimalisasi pelaksanan keglatan dengan penerapan protokol kesehatan yang
katal

3) Untuk kegiatan-kegiatan non konastruksi diupayakan memaksimalkan media
teknolegi informasi dalam pelaksanaan interaksi dan kegiatan, sehingga
kegiatan dapat tetap lerlaksana dengan mencapai hasil yang telah ditelapkan;

4) Mengintegrasikan kewenangan, tugas dan fungsi pemerintah deerah bidang
partanahan pada program/kegiatan di dalam RPJMD dan RKPD,

Dengan demikian diharapkan capaian kinerda Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kaimantan Tengah Tahun 2020 ini dapat
dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnys, dengan harapan
pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanshan untuk
mewujudkan peningkatan kuslitas dan kuantitas infrastruictur di Provinsl Kalimantan
Tengah dapat tercapal.

N .unpum;. MM, MT
i Dfama Madys (V/d)

V-3







PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
al . (50 4381063

-'l' ]

Jalan DL Fanfalian Ne. 5§ 5

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (1K)

Daiam rangks mewujudkan manajemean pemerintahan yang efekiif, transparan dan
akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah Ini

Nama = 1. LECNARD 8. AMPUNG, MM.. MT

Jabatan . KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya dissbut Pihak Pertams

Nama M. SUGIANTO SABRAN
Jabatan - GUBERNUR PROVINSI IKALIMANTAN TENGAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dissbut Pihek Kadug

indikator kinerja utema tahun 2018-2021 sebagaimana terampir.

Demikian Penetapan Indikator Kineria Utama ini dibuat sebagal pedoman dalam
pelakzanaan program kegiatan kinerja.

Paiangka Raya, Januard 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, KEPALA DINAS PE RUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

FROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

e

H. SUGIANTO BABRAN Ir. LEONARD 5. AMPUNG, MM., MT
NIP. 19660315 188203 1 010
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Unit

Tugas dan Fungsi

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

DAN PERTANAHAN

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

: Dinas Perumahan, Kawasan Fermukiman Dan Peranahan

Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas ;

Membantu Guberur dalam melaksanakan kewanangan

desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan

Pammukiman dan Pertanahan sesuai dengan Kebijaksanaan yang

ditetapkan berdasarkan peratiiran perundang-undangan.

Fungsi :

1. Perumusan teknls di bidang perumahan dan keswasan

permukiman sesuai dengan kebjjaksanaan yang ditetepkan

Gubernur berdasarkan peratursn perundang-undangan yang

berlaky;

Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;

3. Penysianggaraan urusan kesekretariatan Dings:

£. Pembinean, psngawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi
dan pelaporan penyelenggaraan bidang Ferumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan:

5. Pemberlan kepastian hukum dslam panyelenggaraan
perumahan, kawaean parmukiman dan pertanahan;

6. Pendukungsn penataan den pengembangan wilayah serta
penyebaran penduduk yang proporsional melalyl partumbahan
lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesual dengan
tate ruang untuk mewujudkan kessimbengan kepentingan,
tarutama bagl Masyarakat Berpenghasilan Randah;

7. Peringkatan days guna dan hasil guna surmber daya alam bagi
pembangunan perumahan dengan tetap mamperhatikan
kelestarian fungsi lingkungan, baik di kewasan parkotaan
Maupun kawasan perdesaan’

8. Pembardaysan pers Pemangku  kepentingan  bideng
pembangunan parumahan dan KEwasan permukiman:

8. Pemberdaysan para  pemangku  kepentingan bidang
pertanahan:

10. Penunfang pambangunan di bidang ekanomi, sosial, dan
budava; dan

1. Penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan
tenjangkau dalam lingkungan yang sehat. amar, serasi teratur,
lerencana, terpadu, dan berkalanjutan.

(5]




H, SUGIANTO SABRAN

| Ne. hwm".' "ﬂmmnmi"'}' Cars Barhitungan Sumber Data
1. | Terpenuhings | Dokumen dats awal | Dase perumahan pade degrsh rawsn bencsni dar Didpeim tan
Mnapan aval unik penyadisan | yang ierkena relokss! program pemedntah dar BPED
SPM Bidang dan rehabiMas! Arovinsi, |
Parumakhan rumiash faysk buen| Esbupsteniom
miedaiul begi wortan |
| e vt foiltas] pamy '
| masyarskal yaryg '
berpotens: rurnah iayak hun| |
menjad karban
benimana den yang tarkeng
| felckasl peogem | relckasl prageam
pamarintak Cemerniak |
proving
i | Meningkatiya Panjang jsian dan | Mumolatf panjang jslen den drainess yeng Hat ,
kiplias dan draingss di tertangani defam tahun begalan | pangdkuran
kugntitas k=waBEn MEsing-masing
Earena. parmukimian pakesizan
Frassrana dan
LiiTRes Urum
pada Keweaan |
Permubkdrman
. Jumiah Jumish dats rrvenierieaal ketersedinen lehen (ha) | 1. Farda Kaflang
cakupan junish | ketsreadinen X100% | MNomor §
[Ha) urtu Targst dats inventerigasl keierssdizen lahan (he) Tabam 3015
d:r':;n perarakan | pecurnshan don 2. Pesmnghkat
uriuk KawaEaan Dasrah
perumakan dan parmiLkiman Kabupaien
RaEvaszn
| permukimen
Falangka Raya,  Januari 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertams,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

78

Ir. LEONARD 8. AMPUNG, MM., MT

NIP, 18680315 189203 1 010




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

, (D538 . Emall : digpark mitankat
PERJAMNJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif, transparan dan
axuntabel serta berorientasi pada hasil, kaml yang bertanda tangan di bawah inj :

Nams - Ir. LEONARD 8. AMPUNG, MM., MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disabut Pihak Pertama
Nama : H. SUGIANTO SABRAN
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Plhak Pertama befanji akan méwujudkan target kinerje yang seharusnya sesual lampiran
pefjanjian ini, dalsm rangka mancapai target kinerja langka manangah saparli yang telah
ditstapkan dalam dokumen persncanaan, Ksberhaslian dan kegsagalan pencapaian target
kinarja tersebut menjadi tanggung jawsb karmi.

Pihak Kedua skan melakukan supsrvis| yang diperiukan serta skan matakukan evaluasi
terhadap capaian kinerje dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Falangka Raya, Januari 2020
Plhak Kadua, Fihak Pertama,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

7%

H. BUGIANTO SABRAN Ir. LEONARD 8. AMPUNG, MM., MT
NIP. 18880315 190203 1 010




PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Calam rangka mewujudkan mangjsmen pemerintahan yang sfekif, transparan dan
akuntabal serta berorientasi pada hasil, kam yang bertanda tangan di bawah ini :

MNams * Ir. LEONARD 8. AMPUNG, MM., MT

Jabatan : KEPALA DIMNAS PERUMAHAN, KawaSaN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disabut Pihak Pertama

Nama . H. SUGIANTO SABRAN

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan Fihak Pertama, salanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Partama berjanji akan mewujudkan target kinevja yang seharusnya sesuai lampiren
paranjian ini, dalam rangka mancapai targst kinerja jangks menengah sepert yang telah
ditelapkan dalam dokumen perencanaan. Apablla target kinsrja tidak tercapai maka kami
bersedia menerima sanksi dari pimpinan,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaiuas|
terhadap capaian kinerja dari pedanjian ini dan mengambil tindakan yang dipariukan
dalam rangka pemberlan penghargaan dan sanksi.

Palengka Raya, Januar 2020
Fihak Kediua, Pihak Pertarma,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
FERMUKIMAN DAN PERTA
PROVINS| KALIMANTAN TENGAH,

a_

H. SUGIANTO SABRAN Ir. LEONARD S, AMPUNG, MM, MT
NIP. 188680316 108203 1 040




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

&7 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
i\ T4 DAN PERTANAHAN

‘-" .

(0538) 4281552 Emai : disgerkimisngbialisng. ge.

e [

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No, | Ssasaran Btratasgls Indikator Kinerja Utama Satuan | Target |
| 1. | Temenuhinya tahapan swal Dokuman data swal untuk | Dokumen 1 (Satu)
SPM Bideng Perumahan penyediaan dan
malgiui penyedizan dats rehablitasi rumah faysk
masyarakat yang berpotensi huni bagl korban bencena
manjedi korban bencana dan | dan fasilitasi penyediaan
relokesi progam pemerintah rumah iayak huni bagi
| provinsi mesyarakat yang tarkens | '
malokasl progrem
pemeriatahn
Meter 18.000
2. | Meningkatnya kualltas dan Fanjang jelan dan {Delapan
 kuantites Sarana, Prasarang, | drainase ol kewssan _ Belgs
- dan Utiiilas Umum pada pemnikiman Ribu)
Lﬁmm Parmukiman
3. | Meningkatrya cakupan jumiah | Jumish ketersediaan Ha 5000
niKota yang memillki | lahan untuk {Lima
| data paranahan untuk pengembangan ' Ribu)
parumeaban dan kewvasan panumahan dan kawasan
! pErmukiman permukiman
Program Anggaran Ksterangan
1.  Program Fengembangan Rp. 250.000.000.00 -
Ferumahan
2. Program Peningkatan dan Rp.  38.512.183.708.23 -
Fengembangan Prasarana, Sarans
dan Utilitas Umum Kawasan
permukiman
3. Program Penataen, Penguasaan, Rp. 100.000.000,00
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemantaatan Tanah
Pihak Kadua, Palangka Raya,  Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINS| KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN Ir. LEONARD 5. AMPUNG, MM., MT
NIP. 189680315 188203 1 010




PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
AN PERTANAHAN

: 0838 426182 Email . &

Jean D, Penialal

RENCAMNA AKS| PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUMN 2020

Dalsm rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pads hasil, kami yang bertanda tangan di bawah in| :

Nama ¢ Ir. LEONARD 8, AMPUNG, MM., MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Barjan|l akan membuat Laporan Capaian Kinarja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuaj

dengan Dokumen Rencana Aksi Peiaporan dan Pengukuran Kinera inl sebagai

pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinefa sslams saly tahun,

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersabut menjadi tanggung jawab

kami barsama.

Palangka Raya, Januari 2020

REFALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

pa

Ir. LEONARD 8. AMPUNG, MM., MT
NIP, 19860315 188203 1 010
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA - SKPD )

NOMOR : 188.44/610/DPA-SKPD/2019

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAMAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020




.

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

UTIE GUBERNUR EALIMANTAN TENGAH

P 188447810/ DPA-SKFD /2019
I {satu) ekeemplar

TENTANG

8 Tahun 2019 tentang Anggaras
Daerah Tahun Anggaran 2020 dan
plimanten Tengah Nomor 44 Tahun

<015 tentang@Penishaafi Anggaran Pendapatan dan Belanja
WEERErawr 20 dan sebagei dasar pelaksanaan

e Angraran Pendapatan dan Belanja
0, perlu menetaplan Keputuzan
S C8ANAn Dolumen Pclaksm-ma.n
7 ApExat Daerah Dinas Perumahan,
Kawasan Pefmukimaif Peenahan Provinsi Kalimantan

- Eﬁ 1338 tentang Penetapan
Undang- i} un 1957 tentang
Pembentukan ﬁm— ngkat | Kalimanten
Tengah dan Perubahan g Nomor 25 Tehun

1956 temtang Pembentukan D ah Swatantre
Tingkat I Kalimantan Earat, i a0 Selatan dan
Kalimantan Timur [Lembaran Negara BEoublik Indonesia
Takun 1957 Nemor 53, Tambahan "L
pruzﬂ!ﬂ{ Indoriesia Nomor 1254] Sebages
(Lembaran Negara Republik Indonesia T
62, Tambshan Lembaran Negara Repuli® Indonesia
Nomor 1632);

4,  Undang-Undang Nomer 17 Tehun 2003 tentan uEngan
Negara ([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambshan Letabaran  Negara Republik
Indesiesia Nomer 4286);

| TASUEBD | LRI LA

. = * A
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendeheraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomeor 40 Tehun 2004 tentang Sistem
g Jaminan Sasial Nasional (Lembaran Megara Republik
My, Indonesia Tshun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
| [ Negasra Republik Indonesia Nomor 44586);

ndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
pfreriksann Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
pgire (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
s G0, Tambehan Lembaran Negars Republik
aia Nemor $4400);

b. ndang Nemor 25 Tahun 2004 tentang Siatem
rpen Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republil fodonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaraf egara Republik Indonesia Nomor 4421

7. Undang-UrWjie Nomor 33 Tsehun 2004 tentang
Perimbangad gan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintalys aereh  (Lembaran Negara Republik
[fdon Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara negia Nomor 4438):

8 Undang- 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
iLemb lik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144 { an MNegara Republik Indenesia
Nmﬁ%ﬁﬂ]i

¥. Undan 8 Tahun 2009 tentang Pejak
Dasrah 1 [Lembaran Negara Republik

] yNOLgetr 130, Tambahan Lembaran
HtgnmRn[n. Eaic Ngethor 5049);

2014 tentang Majelis
Perweldlan Ralorat,
Puen Perwekilan Rekgat
Daersh [Lembaran donesla Tahun 2014

Nomar 182, Tembahan

g Negera Repuhlik
Indonesia Nomor 5568) szebagaahne telah diubak
beberapa kali terakhir dengan UndandUndang Nomer 13

Tahun 2019 tentang Perubahan Kege®
Undang MNomer 17 Tahun 32014

Ataz Undang-
entang  Majelis

Permusyawaratan Ralovat, Dewan Perwd Fakyart,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan P an Raloyal
Dagrah [Lembearan Negara Republik Indones abun 2019
Momor 181, Tambahan Lemberan Nesad Republik

Indonesia Nomor 6306);

11. Undang-Usdang Nomor € Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5493);
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12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan Daerah (lLembaran Negara Republile
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarsn
Negara Republik Indonesia Nemor 5387) sehageimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
4, Atas Undang-Undang Nemor 23 Tehun 2014 tentang
7 Pemeriniahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
# Indenesia Tahun 2015 Nemor 58, Tambahan Lembaran
wi¥egara Republik Indonesia Nomor 5679);

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonssia
fp 2005 Nomor 137, Tambahen Lembaran Negara
lil: Indoniesia Nomor 575);

14. Peralyfan Pemerintah MNomor 56 Tahun 2005 tentang
ormasl Kevangan Daerah (Lembaran Negara
mdonesia Tehun 2005 Nomor 138, Tambahan
egara Republik Indonesisa Nomor 4576)
ah diubah dengan Perpturan Pemecintah
b 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
gienor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

pear: Daerah (Lembaran Negara Republik

15, i Nomor B Tahun 2006 tentang

an Kinerja Ins:enei Pemerintah

[Le bublik Indonesia Tahun 2006
Momo > Lembaran Negara Republik
Indom : :

16. Peratura 5o i fr 71 Tahun 2010 tentang
Etandar mgmopetiohan  (Lembaran Negars
Republik Ity L) Nomor 123, Tambahan
Lembaran N sia Nomor S165);

17. Peraturan Peohéeds . Tahun 2011 tentsng
Tehun 2011 Nomor 39,
Republlk Indonesia Nomor 5219);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T
Hak Keusngan dan Administratif Pim
Dewan Perwalkilan Raloyat Dasrah |
Republik Indonesia Tahun 2017 MNomor

Lembaren Negara Republik Indonesia Nomhg A0S T7):
1B. Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lemb Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Neomor 42, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6322);

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tehun 2018 tentang
Pengadagn Sarang/Jaga Pemerintsh (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomear 33);

LELia]
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21. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2008
tentang  Pedoman Pengelolaan Ksuangsn Daerah,
sebagaimans (elah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubshan Kedus Atas Pereturen Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tehun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuvangan Dacrah (Berita Negars Republik
[ndonesia Takun 20711 Nomor 310);

r dengan Peraturan Menter Delam Negeri Nomear
e gd=shun 2018 tentang Perubahen Keempat Atas
Perfgaean Menterd Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
gy cdoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sesial
Fumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Jerita Negara Republik Indonesis Tahun 2018

23, coter] Dalam Negeri Nomer 62 Tabus 2011
~auan  Pengelolsan Bantuan  Operasional

gara Republik Indonesia Tahun 2013

A Mroving] Kalimantan Tengah Nomor 1
i gokok-pokok Pengelolaan Keuangan
sgerah Provinsi Kalimantan Tengsh
Tambahan Lembaran Daerah
g h Nomor 1):

o Rial, Kalimantan Tengah Nomor 7
%, Paflly Dacrah (Lembaran Deersh

' g Tahun 2010 Nomor 7,
T -Ei Hli!mt.l] IEI:IEEJI
Miubah dengan Peraturan
gabh Nomeor 14 Tahun
faruran Daergh Proiinat
QEST Tebgy 2010 tentang Pajak
Daerah [Lembaran Daerah Provirmge Kalimantas Tengakh
Tahun 2013 Nomor 14, MM%L;mha:an Daerah

Provinsi Kalimentan Tengeh Nomaor 65

26, Peraturan Daerah Provinel Kaliman ngah Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewsn Perwsii t Deerah
Provinsi Kalimantsn Tengah {Lembaran Provinei

Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomes 4; "E :

27, Peraturan Daersh Provins| Kalimantan Te omer 3
Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Dasrah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor

3, Tembaben Lembaran Daecrah Provinsi Kalimantan
Tengsh Nomor 93);

| msmee | wee | e A, | A= | soma |
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28, Peraturan Deersh Provins) Kalimantan Tengah Nomor ¢
Tahun 2019 tentang Retritusi Jass Usaha [Lembaran
Daerah Provinai Kalimantan Tergah Tahun 2019 Nomor
4, Tambahan Lembaran Dacrgh Frovinsi Kalimanian
Tengah Nomor 94);

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun
atang Sistem dan Prosedur Pengalolasn Heuangan
Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Dasral
imantan Tengah Tohun 2012 Nomor 2);

32. Pera bernur Kalimantan Tengeh Nemor 5 Tehun
2017 te Tate Cara Penganggaran Pelaksansen den
Fenataus Pertanpgungiawaban, Pelaporan Serta

; Evaluasi Hibah dar Bantuan Sesial

evingl Kelimantan Tengah Tahun 2017
LmAna telah diubah dengan Peraturan

ie1e z Berig Monitoring dan
Entuan Sosial (Berits Daergh
88 Tahun 2019 Nomaor 16);

Tengah Nomor 44
Anggeren Pendepatan

MEMUTUSKEAN: 'Q‘
Menetapkan ?‘.
HESATUD i Mengesahkan Delcumen Pelakgapnast An tuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pe ; Kawsasan
Permukimsn dan Pertanakan Provinei Xalim Tengah

Takun Anggaran 2020, sebagal berilaat:

| | manm
| cascaas | i gl |

| & ['& [ R |
]

A3 m SEals




uffim

1, Kode Urisan Pemerintahan - 1.04 Peruemehan dag Kawssan

Permultiman
2, Leémbaga/Unit/Satuan i L0401 DinasPerumshan,
Kerja Daersh Eawazan Permuliman dan
Pertavahan Provina!

# pilah Target/Plafand

Ep. >
Rp. 54.3099.081,717,33

Rp. 154.399.081.717,335)

: : Rp. 5.620.743.259,00
b, Belanjs Langsis : Rp. 48.778.308.438 33

54.399.081.717,33

HEDUA Pejabat Pengirin i Pengguns Anggaran dan
Bendabaraf ng ditunjuk dan ditetaphkan
untuk melak uangan pads Satuan Kerjg
Peranghat Dncrﬂ-h
1. Pengguna A

a, Nama /NIF SAIPUT, MM, MT/
b. Jehatan den  Kawasan
1 Tengeah
& Alamar
2. Bandaharg : %
& Kama/NIP : FERI HIDAYAT, BE/ ,.IA
198R0T0T 201402 1 0032

B. Jabatan : Pelaksang o
e, Alamat ¢ Palanglks Reyvg '&

RASUBRD | eamo | s | "f‘";":f.'d AR, | weina
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EETIGA : Pelaicsanaan Kegiatan Satuan Herja Perangkat Daerah/Lembaga
Teknis Daerah haras sesugi dan didaserkan pada Dokumen
Pelaksanaan Angearan Sztuan Rerja  Perangkat Dasrah
(DPA-SKPD] sehagaimana tercantum dalam Lampiran eebagai
baglan vang tidak terpizsahkan dari Keputusan [ni.

KEEMPAT : Keputisan Gubernur ini berlaku untuk Tahun Angearan 2020,

Ditetapkan di Palang«s Rayva
pada tanggal 27 Dessmber 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
35
b

SUGIANTO SABRAN

Tembusan: . v

1. Inspekiur Provingi Kalimant
2. Kepala Badan Perencangan

Provinai Kalimsntan Tengah:
3. Kepele Badan He

4, Kepale Eudm,’bﬁu;U% S

5. Bendahara/Bendahara Pc?




S, PEMERINTAH PROVINST KALTMANTAN TENGAH

Y DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

KERJA PERANGKAT DAERAM
fl ( DPA SKPD )
Dinas han, Kawasan Parmukiman dan Pertanahan
TAHUN ANGGARAN 2020
KODE : 1& NAMA FORMULIR
|  oPascPn | B Dokumen Pelsksanean Anggersn Satusn Karja
DA SKPD 3 i men Felaksanasn Anggean Pendegatan Satusn |
L | .': i [T i ﬂ“"h |
| DPASKFDZ.1 | Ay ooy Peisksanaan  Anggean Belenjs  Tidek
| iy, ot ¥ geria Perengkat Dasrah
DPA BXPD 2.3 | Aska BNStung menurut Progmm @an Haglaten
| it Deraly |

DPA SEPD 2.:1

OFA SHPD 3,1

DF& SKEPD 3.2




RINGHASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAMN

Formulir
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s~ GATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

’% TAHUN ANGGARAN 2020

BELA TIDAK LANGSUNG

%0 DPA SKFD 104 01 00 00 B | L |

ﬁ 7w

URUSAN PEMERINTAHAN & | 02 U WAITE [PELAYANAN DASAY) Ferumahan Ralkyat can
Ka Pemukiman

CRGAMISAST e mehan;, kewasan Permutiman dan Pertasahan

SUB UNIT CRGANISASI r 1&1 > ahian, KEwasan Permuliman dan Pertarabar

w

. P
s, S 0.7

MAMA ¢ Tr. LEONAR m@,
MNIF P 1960315 1 10
JABATAN i Kapala Dinas fi,

#)
2

A
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA ~SKPD )

NOMOR : 188.44/527/ DPPA-SKPD/2020

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEFUTUSAN GUBERNUR HALIMANTAN TENGAH

Nomor : 188.44/ 527 'DPPA-SKEPD /2020
Lampiran @ 1 (sama) eksemplar
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR RALIMANTAN
TENGAH NOMOR 188.44/610/DPA-SKPD/ 2019 TENTANG DOEUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN EERJA PERANGHAT DAERAH
DIHAS PERUMAHAN, HAWASAN PERMUEIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI EALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbeng

Menginge:

GUBERNUR HALIMANTAN TENGAH,

bahwa sebagai pelaksanaen Peraturan Gubernur Kalimantan
Terigah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapaian Dan Belania Dasrah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun Anggaran 2020 dan sebagai dasar pelaksanaan
dan manajemen operasional mendehului Permbalarn Anggaran
Pondapatan dan Helanja Daerah Provinei Kalimantan Tengah
Tabun Anggaran 2020, perlu menstapkan Keputusan Cubernur
tentang Pengesahan Dolumen Pelakssnaan  Anggaran
Mendahuiui Perubahsn Satuan Kerja Peranghat Dacrah Dinas
Perumshsn, Kawasan Permukiman dan Peranshan Provinsi
Kelimantan Tengah Tehun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nemor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Dgaerah Swatantra Tingkat | Kelimanian
Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tehun
1956 tentang Pembentukan Daerah-deersh Swatantre
Tingkat | Eallmantan Barzt, Kalimanitan Selatan dap
Kslimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 1937 Nomor 53, Tambahan Lambaran Negars
Republix Indonesia Nomor 1284 Sebagai Undang-Undang
(Lemboaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1623}

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuarigan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomer 27, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
MNorrior 4286):

LA o | ERCHUROM | RSGTEN U v
I . £ S - ;
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Undang-Undang Nomer 1 Tehun 2004 trritang
Perbendaharaan Negarz (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomes 3, Tambeshan Lembaran
Megara Republik Indenesia Nomar 4355):

Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004 Lentang Slstem
Jaminan Bosial Nasional [Lembaran Negara Repuhbiilc
Indonesia Tahun 2004 Nomer 150, Tambphan Lembaran
Negara Republik Indonesia ¥omor 4458

Usndeng-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tantang
Pemerikaran Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
MNegera |Lembaran Negara Republik Indenesia Takun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Mommor 4400):

Undang-Undang Nomor 25 Tahurn 2004 tentanig Sigtem
Perencanean Pembangunan Nasional (Lembarsn Negara
Republlk Indonesia Tehun 2004 Nomer 104, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4221

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintak Pusar dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tehun 2004 Nomor 126, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 42438

Undang-Undang Nemor 356 Tahun 2009 tentang Keschatan
iLembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Momer 28 Tahum 2009 tentang Pajak
Dacrsh dan Retribusi Daerah (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawarstan Rakyat, Dewen Perwakilan Ralovar,
Dewan Perwakilan Dasrah dan Dewan Parwakilsn Ralkya:
Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 5568] scbagaimana relah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
3019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomaor 17 Tehun 2014 tentang Majelis Permusvawaratan
Rakyat, Dewan Perwgkilan Rakyat, Dewan Perwskilan
Daecrah dan Dewsn Perwakilan Rakvat Dacrah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2019 Nomar 181,
Tambahan Lemberan MNegsra Republik Indonesia Nomor
BA%5):

Undang-Undarg Nomer 6 Tahun 2014 tenteng Dessy
{Lembaran Negara Republik Indonessia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indenesia Nomar
5495];

ED KAl PABEN RARD HWUN | asETEN T ?
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16,
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18.

19.

20,

-3 =

Undang-Undang Nomeor 23 Tahua 2014 tentang
Pemerintaban Dasrsh (Lembaran Negare Repuhblik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
fegara Republik Indonesiz Nomer 5387) s=bagaimana
teleh diubah beberapa kali terakhir gdengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenteng Perubshan Kedus
ates Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tertang
Femerintahan Dagrah (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3679

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tshun 20035 tenitang Dana
Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tehun
2005 Nomor 137, Tambehan Lembaran Negars Repubiik
Indonesia Nomor 4575

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 eniang
Sistern [nformasi Keuargan Deerah [Lembaran N
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 138, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimena telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tehun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembarsn
Megara Republik Indonesia Nomor 5155k

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 LERILREE
Pelaporan Keuvangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Le#mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 4514}

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Takiun 2010 1enteng
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republii Indonesia Nomor S5163);

Peraturan Pemerintah Momor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tehun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran MNegara
Republlk Indonesia Mémor 531%);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keusngan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Désmn
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor B05T)

Peraturatt Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 teniang
Pengelolaan Keuangan Dasrah (Lembaran Negata Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomer 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Bacang/Jasa Pemerintgh [Lembaran MNegara
Republik Indonecsia Tahun 2018 Nomor 33
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232,

43,

29,

s

28,

2T,

28,

sl

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun F006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangen Dasrah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali rerakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atat Peraturan Menteri Dalam
Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelclasn Keuangan Daersh [Berita Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 10

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Teahus 2051
tentang Pedoman Pemberian Hibah dar Bantuan Boaial
Yang Bersumber dari Amggaran Pendapatan dan Belanja
Desrah [Berita Negara Repuhblik Indonesia Tahun 2011
Nemor 4530] sebagaimana tslah diuksh beberapa kalt
tergkhir dengan Peraturan Menteri Dalam Wegerdi Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 3031
tentang Pedoman Pemberian Hibah den Bantusn Sosial
Yang Bersumber dard Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (Berita Negara Republilk Indonesia Tahun 2018
Nemor 13);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 62 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Banman Operasional
Selolah (Berits Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Warmer 807);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 24 Tahun 2020
tentang Pengelolasn Dans Bantuan Operasional Sekolah

Pemerintah  Deerah  (Berita Megara Republik
Indonesia Tahun 2011 Namar £76);

Peraturan Daerah Provins! Kelimanian Tengah Nomor 1
Tahun 2007 wentang Pokok-pokol Pengalofaan Keusangan
Dacrsh [Lembaran Daerah Provinsi Kzlimaotan Tengah
Tabun 2007 Nomor 1, Tambahan Leémbaren Daerah
Provinei Kalimantan Tengah Nomar 15

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7
Tehun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Dasrah
Provinsi Kalimentan Tengak Tahun 2010 Nomor 7
Tambahan Lembaran Deerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 36) sebagaimana telsh diubak dengan Perafuran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomoar 14 Tehun 2013
tenteng Perubahan Ates Peraturan Daerah Provinsi
Ralimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tshun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembarar Deerah
Provine! Kalimantan Tengah Nomor 63;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahiun 2017 tentang Hak Kevangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah
Provinsi Hellmantan Tengsh (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tehun 2017 Nomar =R

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengeh Nomaor 3
Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran

Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah Tahua 2012 Nomor 3,
Tambaban Lembaran Daerah Provinsi Kalinartan Tengah
Nomor 93):

WASLEID TAEE 7] EAAT RGO N | AEETER 11 |
| rJS b | ~ [




S0,

1.

3.

33,

Menetapkan

oy

Peraturan Dacrah Provinei Kalimanteo Tengak Nomer 4
Tahun 2019 tentang Retribusi Jass Usaha (Lembaran
Daerah Provingi Kalimantan Tengah Tehun 2019 Nemaor 4,
Tambahan Lembaran Desrah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 94};

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor §
Tahun 2019 tentang Retribus| Perizinan Tertentu
[Lermnbaran Dasrah Provinsd Halimanan Tengan Tehun
2U01% Nomer 5, Tambahan Lembaran Dacrah Provins:
Ralimantan Tengah Nomer 95);

Peraturan Deersh Provinsi Kalimasmtan Tengah Nomer B
Tahun 2019 wentang Anggaran Pendapaten dan Belanis
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 8i;

Peraturan Gubemnur Kalimantan Tengah Momor 2 Tahun
2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Proving! Kalimantan Tengah [Berita Dasrah
Provinsi Kalimantan Tengsh Tahun 2012 Nomor 2):

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomer 5 Tahun
2017 tentang Tatz Cars Pengangearan Pelaksanaan dan
Penatausahzan Pertanggungiawaban, Pelpporan  Ssrta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bentuan Bogial (Heritp
Dasrah Provingl Kelimantan Tengah Tahun 2017 Nomer 3}
schagaimana telsh diubeh dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Namor 16 Tahun 2018 tencang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Momor 5 Tahun 2017 tentang Teta Cara Penganggaran
Felekganaan dan Penatausshaan Pertangeungiawaban,
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Bosial [Berita Daereh  Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2019 Nomor 16);

Peraturan Gubernur Kalimansan Tengah Nomer 47 Tahun
2020 terang Perubzhan Atas Peraturan Cubernys Nomor
41 Tahun 2020 tentang Perubahan Perjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Deerah Drovipsi Kalimantan
Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi
Kaiimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 471,

MEMUTUSEAN:

KESATU { Mengesahican Dolkumen Pelaksenaan Perubahan Anggaran
Satuan Keérja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran
<020 scbagai berikuy

[T I ‘Zga_ RARN KARD AN | ARIFTEM 1T =)
L ? | i a | | o




Hode Urusan Pemerintahean -+ 1.0

Lembaga [Unit/ Sataen ¢ 1.04.01

Kerja Daesrah

Jumlah Target/ Plafand

Angearan

I, Pendapatas Ep

2, Belanja 1 Rp
Surplus / (Defisit) ! Rp

Rincian Pendapatan

Hemula

1. Pendaparan Asli Daerah Ep

2. Dana Perimbangan i Rp

3. Lain-lsin  Pendspstan : Rp
Daerah Yang Sah

Berubah Menjadi

Jumlah ; Rp

l. Pendapatan Asli Daerah Rp

2. Dana Perimbangen : Rp
3. Lain-lain Pendapatan iR

Deerah Yarg Sah
Jumlah : Rp

Bertembah / (Berkurang) : Rp

Rincian Belanja

Eemuls ]

1. Belanja Tidak Lengsung : Rp

2. Belanja Langsung : Ep
Jumlah : Rp

Berubak Menjadi

1, Belanja Tidak Langsung : Rp
4. Belanja Langsung : Ep

Jumlah : Rp

Bertambah/ (Berkurang) i Rp

Perummahar dan Kswasan
Permukiman

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanaban Provinel
Kalimantan Tengah

24300031, 71 7,23
[54.399.081,717,33]

5.620.743.256,00
48.778.308.458,33
54.398.051.717,33

5.512.993.259,00
B.103,932.47% 00
13.616.925.738,00

[40.782.138.579,33)

Pejebat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan
Bendahara/Bendahara Pembantu yang ditunjuk dan ditstapksn
untuk melaksanakan tata usshs keuangen peda Satuen Kerja
Paranghat Daerah (BKPDY adalahk:

a. Pengguna Anggarar :
Ir. LEONARD 8. AMPUNG, MM, MT/

L, Namg;/NIF

2. Jabaan
4. Alamart

b. Bendahara ;

1. NamasNIFE !

2, Jahatan
. Alamat

L3

19660315 199203 1 010

Eepala Dinas Perumshan dan Kawasan

Palenglea Raya

FERI HIDAYAT, 8.E./
19820227 200501 2 010
Pelaksans

Palanghka Rava

Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

AANmID
g
o

e i e




i

EETIGA ¢ Pelaksansan ¥egistan Satuan Eerjg Perangiat Daerah/Lembags
Tekniz Dagrah harus sesual dan didasarkan pads Doloumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerje Perangkat Darrah
(DPPA-SKFD| scthagsimana tercantum dalam Lampiran sebagad
bagian vang tdak terpisshkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Cubernur =i mulsi berlaky pada tanggal ditetaplan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 30 September 2020

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

EIN YAHYA

Tembusan:

L. [nspektur Provinsi Kalimantan Tengah:

Z.Kepala Badan Perencansan Pembengunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah:

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daersh Provinsi Kallmantan Tengah;

4, Kepala Badan Pendapatan Dasrah Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Kepala Badan, DinssUnit/ Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah;

2. Bendahars/Bencahara Pembanty vang bersangleutan,




PEMERINTAM PROVINST KALIMAMNTAN TENGAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

{ DPPASKPD )
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
TAHUN ANGEARAN 2020
I KODE NAMA FORMULIR |
DRPA SKRD Ringkasan Dokumen Felaksanasn Perubahan Amggaran Satuan |
Kerja Perangkat Daarahb
DPPA SKPD 1 Alncian Dakumen Pefaksanasn Perubaban Anggaren Fendapatan
! Eatuan Karja Peranghkat Dearah |
DPPA SKPD 3.1 Rinclen Duokumen Pelaksanazn Pengahan Anggaran Belanga |
| Tidak Langsung Satuan Kerjs Perangkat Dmersh
| DPPABKPD 23 Reiaphulesl Dokumen  Pelaksansen  Perubahan  Angsaran
Balanja Langsung menurut Frogram dan Keglatan Satuan Kerja
Perangkst Daarah
DEPA SKPD 2.3.4 Rinclan Dokumen Pelaksarsen Panbahan Anggsran Selanjs
[ Langsing Pragram dan Per Xegiatan Satusn Msda Parangkat
=3 Dawerah
DPEL BKPD 3.1 Ringian Dokumen Palaksénsan Perubahan Anggaran Pererimaan
Fembisysan Daarsn |
DFPA SKPD 3.2 Rincan  Colument  Pelaksanses Perubaban fnggaran

Pengalusan Pambeyzan Dasrah




RINGEASAM DOKUMEN PELAKSANAAN PFERUBAHAN ANGGARAN Formullr |
EATUAN MERJA PERAMNGKAT DAPRAH DPPA BIEPD
LS I
PEMERINTAH PROVINST KALIMANTAN TENGAH
Tatun Anggams 2030
Lrussn Pemeninizhan @ 1 LRGN WASES (FELAYARAN DRSAR]
Bidang Pamidntahan ¢ 1, 4 Perumahan Reioye: dan Kivessn Femgkiman
Unle organisass tlop.m Dinag Perumenen, Kawaier Permaiman din Bertrgban
Bub Unit Orgenleasd 4 [, 04, 0091 Dines Pasrabsen, Kawassn Beruioman dan Bertsrakan
RINGKRSAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAMAN ANGEARAN BATUAN KERIA BERAMGUEAT BAERAN
| Bertambat
| e PP i i {Bariozpng)
Sebalum Eetuluh
| Ferubshan Perubahan o) - |
i | 2 [ 3 4 5 :
SR —— —— e
] BELARIA M. sLTIN FRE AR b f T [0 ELI20 575,30 | fraam
i BELANDA TIOAK LANGSLING L A30. 743 25000 L5123 893.359.80 | oT.aamen | (0
L % S | B Smgawy L35 MR IS0 4913.550.250 00 (7. otonns | Jaan
LI BIEAMIE LANEEL AL TR 5 4ER 3 BIISRORD | witadrssman | (o
£.2.1 Ewiary Patrwa 1505 108 520,00 35501 19 e m | M mEona | e
13,2 Belime B g Jewa 24 835515 458 53 AN ST AT FE.REMOEMAT | Bhin
.3.3 Baata Mode VA L LT ROG0000 | -1, 0. |
TR T ) TP Ty p—ey— masm

PERUBAHAN ANGEARAN BATUAN KEAJA PERANGHAT DRERAH PERTRIVULAN

] ]

RENCANA PELAKEAMAAN
——— e AV TN KEOA PERANGICAT DAERLH PERTRIWULAN
|

TRIWLULAN
o] AN 1 o m v JUMLAH
i | 1 3 4 5 5 7
1 Pandanatmg 1] -] [T, eng 108 i.uJ
11 | SaMrs Tcsk Largs.ng LYMMAING | tmieoin | amaesmnoe | cimaewaes || soizeeasenm |
Lt | Esur largung LHAMAGTLIO | ZispsLtsite | netaniesod | Lomoaeimies LHLER S PR P
| ¥
Ll | Peneimaar Pembizvams 0,00 Bk B 0 o |
R — s | a0 ame &m0 4t |
| Palargics Rasa, 3 September 2020
w: |
FAMRIZAL FITRE, 5.Hut,, MP,
| NIP. 15680213 19807 1 10
| Peomir PPN Hrn Hidamar L
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